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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Baca PT VALE Hal. 7

Baca FESTIVAL Hal. 7

HUT BANGGAI KE-66 

Festival Rakyat 
Nusantara 2026, 
Menggerakkan 
Ekonomi dalam 
Balutan Hiburan

Pelayanan SPBU 
Tetap Mengacu pada 
SOP dan Ketentuan 

yang Berlaku

Gubernur Anwar Hafid 
Siap Kawal Penyelesaian 

Sengketa Tanjung Sari

OJK Dorong Pembiayaan UMKM
dan Program 3 Juta Rumah

Baca PERTAMINA Hal. 7

PT Vale Perkuat Aspek Keberlanjutan, Progres 
Konstruksi IGP Pomalaa Capai 81,71 Persen

RESPONS CEPAT

Baca OJK Hal. 7

Baca GUBERNUR Hal. 7

Baca HUT BANGGAI Hal. 7

OPTIMALISASI SLIK

PERTAMINA SULAWESI

Gubernur Anwar Hafid Tegaskan 
Sinergi Jadi Kunci Kemajuan Daerah

BUPATI BANGGAI Amirudin Tamoreka bersama Gubernur Sulteng Anwar Hafid pada acara perin-
gatan HUT ke-66 Kabupaten Banggai di Lapangan Mirqan, Bukit Halimun Luwuk, Rabu (8/7/2026). 
FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA – Gubernur Anwar Hafid 
menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tengah untuk terus memperkuat 
sinergi pembangunan bersama Pemerintah 
Kabupaten Banggai melalui implementasi 

Program 9 Berani, yang selaras dengan 9 
Gerbang (Gerakan Membangun Banggai)  
Program Pemerintah Kabupaten Banggai.

Kolaborasi tersebut di-
harapkan menjadi fondasi 
dalam mewujudkan pem-
bangunan yang inklusif, ber-
keadilan, dan berkelanjutan 
menuju Sulteng Nambaso 
serta mendukung visi Indo-
nesia Emas 2045.

P e n e g a s a n  t e r s e b u t 
disampaikan Gubernur saat 
bertindak sebagai Inspektur 
Upacara pada peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-66 Kabupaten Banggai 
yang berlangsung khidmat 
di Lapangan Mirqan, Bukit 
Halimun, Luwuk, Rabu 
(8/7/2026).

Mengusung tema “Ber-
gerak Maju, Tumbuh Ber-
sama”, peringatan HUT 
tahun ini menjadi momen-
tum memperkuat kolaborasi 
antara Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Peme-
rintah Kabupaten Banggai 
dalam mempercepat pem-
bangunan yang manfaatnya 
dapat dirasakan hingga pe-
losok desa.

Dalam amanatnya, Guber-

nur mengatakan tema ter-
sebut mengandung makna 
yang sangat relevan dengan 
arah pembangunan Sula-
wesi Tengah.

“Bergerak Maju berarti 
kita terus berikhtiar, beri-
novasi, dan bekerja keras 
menjawab setiap tantangan 
pembangunan. Sementara 
Tumbuh Bersama mengin-
gatkan bahwa kemajuan 
hanya dapat dicapai apabila 
seluruh elemen masyarakat. 
Semangat ini sejalan dengan 
cita-cita besar Sulteng Nam-
baso, yaitu tidak ada satu 
wilayah maupun satu warga 
yang tertinggal,” tegasnya.

Gubernur memberikan 
apresiasi atas berbagai 
capaian pembangunan Ka-
bupaten Banggai yang terus 
menunjukkan tren posi-
tif dalam beberapa tahun 
terakhir. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS), 
Indeks Pembangunan Ma-
nusia (IPM) Kabupaten GUBERNUR Anwar Hafid menerima langsung aspirasi war-

ga korban penggusuran Tanjung Sari, Kelurahan Karaton, 
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu (8/7/2026). 
FOTO: BIRO ADPIM

SULTENG RAYA - Gubernur Sulawesi Tengah 
Anwar Hafid menerima langsung aspirasi warga 
korban penggusuran Tanjung Sari, Kelurahan 
Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, 
dalam pertemuan di tempatnya menginap, Rabu 
(8/7/2026). Pada kesempatan itu, gubernur berjanji 
mengawal penyelesaian persoalan tersebut dengan 
segera berkoordinasi ke Mahkamah Agung dan 
Kementerian Hukum, sekaligus meminta warga 
tetap tenang dan menempuh jalur hukum.

Diskusi yang berlangsung sejak pukul 06.00 
hingga 07.30 Wita itu dimanfaatkan warga, yang 
mayoritas ibu-ibu, untuk menyampaikan keresa-
han mereka terkait ancaman penggusuran dan 
eksekusi lahan yang terus membayangi sejak 2017. 
Kekhawatiran itu kembali mencuat setelah pekan 

KETUA Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi. FOTO: DOK. OJK

SULTENG RAYA - Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK) 
terus memperkuat infra-
struktur informasi perkre-
ditan nasional melalui op-
timalisasi Sistem Layanan 
Informasi Keuangan (SLIK) 
guna meningkatkan kualitas 
informasi debitur, memper-
luas akses pembiayaan yang 
sehat, serta mendukung 
penyaluran kredit kepada 
sektor produktif, termasuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) serta 
Program 3 Juta Rumah.

Peluncuran Optimalisasi 
SLIK untuk mendukung 
pembiayaan UMKM dan 
Program 3 Juta Rumah di-
lakukan oleh Ketua Dewan 
Komisioner OJK Friderica 
Widyasari Dewi bersama 
Menteri Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Mar-
uarar Sirait, di Kantor OJK 
Jakarta, Senin (6/7/2026).

Acara tersebut juga diha-

diri jajaran Anggota Dewan 
Komisioner OJK, pimpinan 
kementerian/lembaga, Pe-
laku Usaha Jasa Keuangan 
(PUJK), asosiasi pengem-
bang perumahan, serta para 
pemangku kepentingan sek-
tor jasa keuangan.

Friderica menyampaikan, 
optimalisasi SLIK merupa-
kan bagian dari komitmen 
OJK dalam meningkatkan 
penyaluran kredit dan pem-
biayaan kepada masyarakat 

TENAGA 
kerja PT 
Vale IGP 

Poma-
laa saat 

bertugas 
merawat 

benih 
bibit untuk 

program 
rehabilitasi 

(ilustrasi). 
FOTO: IST

SULTENG RAYA – PT 
Vale Indonesia Tbk terus 
mengedepankan prinsip 
keberlanjutan seiring perce-
patan pembangunan proyek 
Indonesia Growth Project 
(IGP) Pomalaa di Kabupaten 
Kolaka, Sulawesi Tenggara. 

Pada unggahan akun res-
mi instagramnya @ptvalein-
donesia, hingga Mei 2026, 
progres konstruksi proyek 
secara keseluruhan telah 
mencapai 81,71 persen.

Komitmen terhadap prak-
tik pertambangan yang ber-

tanggung jawab menjadi 
salah satu fokus utama pe-
rusahaan selama memasuki 
fase konstruksi pada kuartal 
II 2026. Upaya tersebut di-
wujudkan melalui pemban-
gunan infrastruktur yang 
tidak hanya mendukung 
operasional, tetapi juga men-
jaga kelestarian lingkungan.

Salah satu langkah yang 
dilakukan ialah memperce-
pat pembangunan jaringan 
kolam pengendap (sediment 

SULTENG RAYA 
– Lapangan Imma-
nuel,  Kota Palu, 
akan menjadi pusat 
kemeriahan Festival 
Rakyat Nusantara 
Sulawesi Tengah 
2026  yang akan 
berlangsung sela-
ma sepekan, 14–20 
Juli 2026. Lebih dari 
sekadar agenda hi-
buran, festival hasil 
kolaborasi Kodam 

XXIII/Palaka Wira, 
KADIN Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah ini diproyeksikan menja-
di ruang yang mempertemukan masyarakat, pelaku 
UMKM, komunitas, serta pegiat seni dan budaya 
dalam semangat persatuan.

Selama tujuh hari pelaksanaan, pengunjung akan 
disuguhi beragam aktivitas yang dapat dinikmati 
seluruh kalangan. Mulai dari Pasar UMKM dan 

Faradiba Zaenong

FOTO: ILUSTRASI

SULTENG RAYA - Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi memastikan pelayanan di seluruh 
SPBU tetap berlangsung normal sesuai Standar 
Operasional Perusahaan (SOP) dan ketentuan pe-
merintah. Menanggapi beredarnya informasi yang 
menyebutkan adanya pemeriksaan pajak kendaraan 
oleh petugas Samsat dan Kepolisian di seluruh 
SPBU, Pertamina menegaskan bahwa operasional 
SPBU tetap berfokus pada pelayanan penyaluran 
BBM kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyaluran BBM, Pertamina 
menjalankan seluruh proses sesuai regulasi yang 
berlaku, baik untuk BBM subsidi maupun non-sub-
sidi. Seluruh mekanisme pelayanan di SPBU tetap 
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SULTENG RAYA – Seorang pria 
bernama Muhammad Supardin alias 
Ois ditemukan meninggal dunia 
di dalam rumahnya di Kelurahan 
Masigi Kecamatan Parigi, Rabu 
(8/7/2026) sekitar pukul 17.30 Wita. 
Saat ditemukan, kondisi jenazah 
telah membusuk dan diduga korban 
telah meninggal dunia sekitar empat 
hari sebelumnya.

Kapolsek Parigi, Iptu Yusman 
Bakri, mengatakan pihaknya mene-
rima laporan dari masyarakat terkait 
penemuan jenazah pada Rabu sore. 
Setelah menerima laporan tersebut, 
personel Polsek Parigi langsung 
mendatangi lokasi untuk melakukan 
olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Setelah menerima laporan sekitar 
pukul 17.30 Wita, kami bersama ang-

gota langsung menuju TKP. Di lokasi 
kami menemukan korban sudah 
meninggal dunia di dalam kamar 
rumahnya,” kata Yusman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
awal dan keterangan sejumlah saksi, 
korban terakhir kali terlihat pada 
Sabtu (4/7/2026). Kondisi jenazah 
yang telah mengalami pembusukan 
menguatkan dugaan bahwa korban 
telah meninggal dunia sekitar empat 
hari sebelum ditemukan.

Polisi kemudian meminta keteran-
gan dari pihak keluarga. Dari hasil 
koordinasi tersebut diketahui korban 
memiliki riwayat penyakit sehingga 
dugaan sementara tidak ditemukan 
indikasi tindak pidana.

Kapolsek menjelaskan, pihaknya 
sempat menyarankan dilakukan 

visum untuk kepentingan peme-
riksaan medis. Namun, keluarga 
korban menolak tindakan tersebut 
karena kondisi jenazah yang telah 
membusuk.

“Pihak keluarga menolak di-
lakukan visum. Kami menghor-
mati keputusan tersebut dan 
selanjutnya membantu proses 
evakuasi serta penanganan jena-
zah hingga diserahkan kepada 
keluarga untuk dimakamkan,” 
ujar kapolsek. 

Hingga proses evakuasi selesai, si-
tuasi di lokasi berlangsung aman dan 
kondusif. Polisi menyatakan penan-
ganan kasus tersebut telah dilakukan 
sesuai prosedur berdasarkan hasil 
pemeriksaan awal dan keterangan 
dari pihak keluarga. AJI

SULTENG RAYA – Untuk me-
ningkatkan kualitas pelayanan 
keluarga berencana pascapersali-
nan (KBPP), Perwakilan BKKBN 
Provinsi Sulawesi Tengah meng-
gelar Sosialisasi Pelaksanaan dan 
Pelaporan AKSI KBPP (Akselerasi 
Keluarga Berencana Pascapersali-
nan) tahun 2026 secara daring di 
Palu, Selasa (7/7/2026). Kegiatan 
ini diikuti Tim Kerja Keluarga 
Berencana dan Kesehatan Repro-
duksi sebagai narasumber serta 
Penyuluh/Petugas Lapangan KB 
se-Sulawesi Tengah, guna menya-
makan pemahaman pelaksanaan 
AKSI KBPP agar ibu pascasalin 
memperoleh pelayanan yang lebih 
berkualitas serta edukasi yang tepat 
bagi keluarga.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Per-
wakilan BKKBN Provinsi Sulawesi 
Tengah, Nuryamin, S.TP., M.M., 
yang menekankan pentingnya ke-
terlibatan ayah dalam mendukung 
keberhasilan KB pascapersalinan. 

“Kelas ibu hamil yang meli-
batkan ayah diharapkan dapat 
mendukung keberhasilan pelay-

anan KB pascapersalinan sekaligus 
meningkatkan kesehatan ibu dan 
bayi,”jelas Nuryamin.

AKSI KBPP terdiri atas dua 
kegiatan, yaitu Akselerasi KBPP 
dan Kelas Ayah Idaman (Kelas 
AMAN). Pada 2026, Kelas AMAN 
dilaksanakan di 28 Tempat Praktik 
Mandiri Bidan (TPMB) di Sulawesi 
Tengah untuk memperkuat peran 
ayah dalam mendampingi keha-
milan, persalinan, dan menentu-
kan pilihan kontrasepsi bersama 
pasangan.

Sementara itu, Akselerasi KBPP 
dilakukan melalui pembinaan rutin 
dan berbasis data kepada fasilitas 
kesehatan. Hingga Juni 2026, 83% 
kecamatan telah melaporkan pe-
laksanaan pembinaan, sementara 
29 kecamatan yang tersebar di 10 
kabupaten belum melapor. Pembi-
naan ini membantu mengidentifi-
kasi kendala, mulai dari mitos kon-
trasepsi, kekhawatiran terhadap 
efek samping, hingga pencatatan 
layanan, sehingga kualitas pelay-
anan kepada ibu pascasalin terus 
meningkat. AMR

AKSI KBPP 
Tingkatkan Layanan 

Ibu Pascasalin

PEMATERI menyampaikan paparan pada Sosialisasi Pelaksanaan dan Pelapo-
ran AKSI KBPP (Akselerasi Keluarga Berencana Pascapersalinan) tahun 2026 
secara daring di Palu, Selasa (7/7/2026). FOTO: SCREENSHOT

SULTENG RAYA – Sport 
United Poboya Junior torehkan 
hasil membanggakan turnamen 
tingkat nasional, dengan mampu 
meraih juara pada perhelatan 
Anak Indonesia Super Cup 2026. 
Tim yang belum lama dibentuk 
ini telah mengharumkan Kota 
Palu dan Sulawesi Tengah di pen-
tas sepak bola usia dini nasional.

Sport United Poboya Junior 
memastikan gelar juara setelah 
mengalahkan SSB Angkasa Se-
rang melalui adu penalti pada 
laga final yang berlangsung 
di Lapangan Persija Training 
Center, Sawangan, Jawa Barat. 
Turnamen yang digelar Elite Pro 
Academy (EPA) Super League 
Persija tersebut diikuti 16 tim dari 
berbagai daerah di Indonesia.

Ilham salah seorang striker 
muda Sport United Poboya Juni-
or dapat mencatatkan diri sebagai 
top skor pada turnamen tersebut. 
Kemenangan ini mengantarkan 
wakil Sulteng lolos ke Indonesia 
Timur Super Cup yang akan ber-
langsung di Kabupaten Sidrap, 
Sulawesi Selatan.

Rombongan Sport United Po-
boya tiba di Bandara Internasi-
onal Mutiara Sis Al- Jufri Palu, 
Rabu (8/7/2026), dan disambut 
haru oleh keluarga serta masy-
arakat Poboya. Para orang tua 
pemain menggelar syukuran 
sederhana sebagai ungkapan rasa 
bangga atas keberhasilan anak-
anak mereka.

“Sport United Poboya Junior 
lahir dari sebuah mimpi seder-
hana, yakni menyediakan wa-
dah bagi anak-anak di kawasan 
lingkar tambang Poboya agar 
tumbuh melalui kegiatan positif,” 

PETUGAS mengevakuasi korban meninggal di Kelurahan Masigi, Rabu sore (8/7/2026). FOTO: IST

Pria Ditemukan 
Meninggal 

Membusuk di 
Dalam Rumah
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PENGUMUMAN LELANG ULANG
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di surat Kabar Harian Sulteng Raya tanggal 10
Juni 2026 dan Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management 
X/Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang 
secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik 
debitur atas nama :

Chandra Mandang, berupa :
a. Sebidang tanah seluas 471 m2 sesuai SHM No. 384/Moengko tanggal 25/07/1995 an. Chandra Mandang, berikut 

bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pulau Batam, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, 
Provinsi Sulawesi Tengah.
Harga Limit Lelang Rp. 203.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 43.000.000,-

b. Sebidang tanah seluas 237 m2 SHM No. 1905/Tanamodindi tanggal 10/11/2008  an. Kia M. Taher, berikut bangunan 
diatasnya yang terletak di Jalan Kayulanga, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi 
Sulawesi Tengah.
Harga Limit Lelang Rp. 245.000.000,-    Setoran Uang Jaminan Rp. 52.000.000,-

Deskripsi Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan.
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang.
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia 
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :
Hari /Tanggal : Kamis, 16 Juli 2026

Batas Akhir Penawaran : 16 Juli 2026 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server) / 10.30 WITA

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Pelaksanaan 
Lelang

:
KPKNL Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 55, Kota Palu

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Informasi Lebih Lanjut :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (085398826820 Sdr. Fadly dan 08114504517
Sdri. Rafia)

Makassar, 09 Juli 2026
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku

Dimas Wiratama
Assistant Vice President

KPKNL Palu
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Sport United Poboya Junior, 
Juara Anak Indonesia Super Cup 

demikian diungkapkan PIC Sport 
United Poboya Junior, Abdurrah-
man Alhasni.

Menurutnya, Sport United 
Poboya berada dibawah naungan 
PSM FC yang secara rutin meng-
gelar latihan setiap Selasa hingga 
Jumat. Selain itu, pihaknya juga 
membangun kolaborasi dengan 
sejumlah Sekolah Sepak Bola 
(SSB) di Kota Palu melalui Sport 
United Competition Piala PSM 
Poboya.

Dari kompetisi tersebut, pe-
main-pemain terbaik diseleksi 
untuk memperkuat Sport United 
Poboya Junior di ajang nasional. 
“Setelah kompetisi selesai, anak-
anak menjalani latihan rutin 
selama tiga bulan dan pemus-
atan latihan setiap hari setelah 
ujian sekolah. Alhamdulillah 
kekompakan mereka semakin 
terbentuk hingga akhirnya bisa 
menjadi juara Anak Indonesia 
Super Cup,” ujar Abdurrahman.

Abdurrahman mengungkap-
kan Sport United Poboya Ju-
nior baru berdiri kurang dari 
satu tahun. Meski baru seumur 
jagung, namun tim langsung 

menunjukkan perkembangan 
pesat dan mampu memenangkan 
turnamen Anak Indonesia Super 
Cup 2026.

Abdurrahman mengungkap-
kan, keikutsertaan pertama di 
turnamen nasional, tim ini belum 
berhasil meraih hasil maksimal. 
Namun pengalaman tersebut 
menjadi modal berharga un-
tuk melakukan evaluasi hingga 
akhirnya sukses membawa pu-
lang trofi juara.

Dia menyebut keberhasilan ter-
sebut lahir dari sistem pembinaan 
yang melibatkan banyak SSB di 
Kota Palu. Sport United Poboya 
Junior tidak hanya mengandal-
kan pemain dari Poboya, tetapi 
juga merekrut talenta terbaik 
melalui proses seleksi terbuka.

Sport United Poboya Junior 
berawal dari kepedulian Owner 
PSM FC, Mikdad atau yang akrab 
disapa Pak Tisen, terhadap pem-
binaan generasi muda di Poboya. 
Bersama Head Coach Marco Rah-
man, asisten pelatih Randy, dan 
pelatih analisis Mustamil, mereka 
mulai mengajak anak-anak men-
gikuti latihan sepak bola.

Awalnya hanya sekitar lima 
hingga sepuluh anak yang ber-
gabung. Kini jumlah peserta 
latihan telah mencapai lebih dari 
80 pemain yang berasal dari Po-
boya maupun berbagai wilayah 
di Kota Palu.

Abdurrahman menyampaikan 
apresiasi kepada seluruh pihak 
yang telah memberikan dukun-
gan, mulai dari PSM FC, Mikdad 
selaku owner PSM FC, Direktur 
Utama PT Poboya Sintuvu Maro-
so (PSM) Muzdalifa. S, PT Bumi 
Resource Mineral (BRM), PT 
Citra Palu Mineral (CPM), Bank 
Mandiri, Alfala Sport, Genpi, 
hingga Gaterinku.

Sementara itu, Direktur Utama 
PT PSM, Muzdalifa S, men-
gatakan keputusan perusahaan 
menjadi sponsor utama me-
rupakan bentuk kepedulian 
terhadap pembinaan generasi 
muda di Poboya. Menurutnya 
dia, keterlibatan dunia usaha 
sangat penting agar anak-anak 
memiliki wadah positif sekaligus 
terhindar dari berbagai pengaruh 
negatif seperti minuman keras 
dan narkoba. */AMR

TIM Sport United Poboya Junior saat tiba di Bandara Internasional Mutiara Sis Al- Jufri Palu, Rabu (8/7/2026). FOTO: 

DOK. SPORT UNITED POBOYA JUNIOR



Sulteng nambaso
SULTENG RAYA

3KAMIS, 9 JULI 2026

Kegiatan tersebut, dipim-
pin Kepala Bagian Psikologi 
Biro SDM Polda Sulteng, 
Kompol Akhmad Kunaefi 
Muarif, M.Psi., Psikolog, 
didampingi Penata I Welly 
Salote bersama personel 
Bagian Psikologi. Seluruh 
peserta mengikuti sesi pem-
bekalan dan asesmen seba-
gai upaya menjaga kesiapan 
mental kepribadian dalam 
menjalankan tugas kepo-
lisian.

Dalam penyampaian ma-
terinya, Kompol Akhmad 
Kunaefi Muarif menegaskan 
bahwa kondisi mental yang 
sehat harus berjalan beri-
ringan dengan kemampuan 
teknis yang dimiliki setiap 
anggota Polri. Menurutnya, 
kualitas moral menjadi pon-

dasi penting dalam mem-
bentuk karakter perwira 
yang bertanggung jawab.

Ia juga mengatakan, ang-
gota Polri yang memiliki 
moral baik akan lebih mu-
dah mengedepankan sikap 
profesional, objektif, serta 
mampu memberikan pelay-
anan yang humanis kepada 
masyarakat. Nilai-nilai ter-
sebut harus terus dipelihara 
sejak awal penugasan seba-
gai perwira.

Lebih lanjut, Kabag Psiko-
logi menjelaskan sejumlah 
indikator kesehatan mental 
yang positif, seperti mam-
pu mengendalikan emosi, 
menjalin hubungan sosial 
yang baik, berpikir rasional 
saat mengambil keputusan, 
serta memiliki motivasi dan 

PULUHAN Perwira baru SIP 55 Polda Sulteng saat mengikuti kegiatan tindak lanjut Profile Klinis Psikologi (PKP), di Ruang Presisi Biro SDM Polda Sulteng pada Rabu 
(8/7/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Perwira Baru SIP 55 Polda Sulteng 
Perkuat Kesehatan Mental dan Karakter

SULTENG RAYA - Biro SDM Polda Su-
lawesi Tengah (Sulteng) melalui Bagian 
Psikologi menggelar kegiatan tindak lanjut 
Profile Klinis Psikologi (PKP) bagi perwira 
baru lulusan SIP 55 Polda Sulteng, di Ruang 
Presisi Biro SDM Polda Sulteng pada Rabu 
(8/7/2026) sebagai bagian dari pembinaan 
personel setelah menyelesaikan pendidikan 
perwira.

produktivitas kerja yang 
konsisten.

Sebaliknya, ia mengingat-
kan adanya sejumlah gejala 
yang dapat menjadi tan-
da menurunnya kesehatan 
mental. Di antaranya sulit ti-
dur, mudah terpancing emo-
si, mengalami kecemasan, 
kehilangan semangat be-
kerja, sulit berkonsentrasi, 
hingga muncul perasaan 

tidak berarti dalam lingkun-
gan sekitar.

Menurutnya, mengenali 
tanda-tanda tersebut sejak 
dini menjadi langkah pen-
ting agar personel dapat 
segera memperoleh pen-
dampingan psikologis. Den-
gan demikian, kondisi yang 
dialami tidak berkembang 
dan berdampak terhadap 
pelaksanaan tugas maupun 

S U L T E N G  R A Y A  – 
Panglima Kodam (Pangdam) 
XXIII/Palaka Wira (PW), 
Mayjen TNI J Binsar P. Si-
anipar, memimpin langs-
ung pelaksanaan Sidang 
Pantukhir Calon Tamtama 
Prajurit Karier (Cata PK) 
Gelombang II Tahun Angga-
ran 2026 yang berlangsung 
di Aula Yonif 711/Raksa-
tama, Jalan Emmy Saelan, 
Kelurahan Tatura Selatan, 
Kecamatan Palu Selatan, 
Kota Palu, Senin (6/7/2026).

Sidang Pantukhir merupa-
kan tahapan akhir dalam 
proses seleksi penerimaan 
Calon Tamtama TNI AD 
yang bertujuan menentukan 
peserta terbaik berdasarkan 
hasil pemeriksaan adminis-
trasi, kesehatan, jasmani, 
mental ideologi, psikologi, 
serta aspek lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Kegiatan ini diikuti oleh 
593 calon peserta dan dia-
wasi secara langsung oleh 
tim panitia pusat serta pa-
nitia daerah guna menjamin 

objektivitas dan akuntabili-
tas proses seleksi.

Turut hadir dalam kegi-
atan tersebut, antara lain 
Dirbindik Pussenif Kolonel 
Inf Jajang Kurniawan, pen-
gawas dari Itjenad Kolonel 
Inf Ignatius Wiwoho, Aspers 
Kasdam XXIII/Palaka Wira 
Kolonel Arm Doddy Suha-
diman, Kaajendam XXIII/
Palaka Wira Kolonel Caj 
Antony Tambunan beserta 
Panitia dari Tim Pusat TNI 
AD.

Dalam pelaksanaan si-
dang, Pangdam XXIII/Pala-
ka Wira meninjau secara 
langsung proses parade dan 
pemeriksaan akhir terhadap 
para calon prajurit. Keha-
diran Pangdam bersama 
tim panitia pusat menjadi 
bentuk komitmen TNI AD 
untuk memastikan seluruh 
tahapan seleksi berlangsung 
transparan, objektif, bersih, 
dan bebas dari praktik ke-
curangan, sehingga hanya 
peserta yang memenuhi 
persyaratan dan memiliki 

kualitas terbaik yang dapat 
dinyatakan lulus.

Pangdam menegaskan 
bahwa penerimaan prajurit 
TNI AD dilaksanakan ber-
dasarkan kemampuan dan 
kelayakan peserta tanpa 
dipungut biaya maupun 
intervensi pihak mana pun. 
Seleksi yang profesional 
diharapkan mampu meng-
hasilkan prajurit Tamtama 
yang memiliki integritas, 
disiplin, fisik prima, serta 
siap mengemban tugas pen-
gabdian kepada bangsa dan 
negara.

Seluruh rangkaian Sidang 
Pantukhir Cata PK Gelom-
bang II TA 2026 berlangsung 
dengan aman, tertib, dan 
lancar sesuai tahapan yang 
telah direncanakan. Tidak 
ditemukan adanya ganggu-
an keamanan, pelanggaran 
prosedur, maupun indikasi 
yang dapat mempengaruhi 
hasil sidang, sehingga pro-
ses seleksi berjalan kondusif 
hingga kegiatan berakhir.*/
YAT

kehidupan pribadi.
Melalui tindak lanjut PKP 

ini, Biro SDM Polda Sulteng 
berharap para perwira baru 

SIP 55 mampu menjaga 
kesehatan mental, mem-
perkuat integritas, serta 
meningkatkan kualitas pen-

gabdian kepada institusi dan 
masyarakat seiring dengan 
tanggung jawab baru yang 
diemban.*/YAT

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J Binsar P. Sianipar (berdiri kanan), saat memimpin langs-
ung pelaksanaan Sidang Pantukhir Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) Gelombang II Tahun 
Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Yonif 711/Raksatama, Jalan Emmy Saelan, Kelurahan 
Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Senin (6/7/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam XXIII/PW Wujudkan Seleksi 
Prajurit Berkualitas dan Transparan

SULTENG RAYA – Ko-
mitmen pelayanan kema-
nusiaan yang cepat dan 
tanggap terus ditunjukkan 
oleh Brimob Sulteng tidak 
hanya kepada masyarakat 
luas, tetapi juga bagi internal 
keluarga besar satuan. 

Hal tersebut dibuktikan 
melalui aksi respon cepat 
personel Seksi Kesehatan 
dan Jasmani (Sie Kesjas) Sat-
brimob Polda Sulteng dalam 
memfasilitasi pengantaran 
jenazah masyarakat meng-
gunakan armada Ambulan-
ce Brimob Madago Respons, 
Senin (6/7/2026).

Pelayanan bermula sesaat 
setelah Sie Kesjas menerima 
informasi duka dari pihak 
keluarga di Rumah Sakit Sa-
maritan, Kota Palu. Meres-
pons laporan tersebut, per-

sonel bersama armada unit 
Ambulance Brimob Madago 
Respons langsung bergerak 
cepat menuju lokasi rumah 
sakit guna mempersiapkan 
proses evakuasi.

Setibanya di rumah sakit, 
begitu seluruh proses pen-
gurusan jenazah di rumah 
sakit rampung, jenazah se-
gera dinaikkan ke armada 
Ambulance Brimob Madago 
Respons untuk bertolak 
menuju rumah duka di Desa 
Tolongano, Kecamatan Ba-
nawa Selatan, Kabupaten 
Donggala.

D a n s a t b r i m o b  P o l -
da Sulteng, Kombes Pol. 
Kurniawan Tandi Rong-
re, menyampaikan bahwa 
penyediaan fasilitas kedar-
uratan serta kesiapsiagaan 
armada ini merupakan wu-

jud nyata kepedulian utuh 
dari Satbrimobda Sulteng 
kepada masyarakat.

"Operasional Ambulance 
Brimob Madago Respons ini 
dirancang dengan prinsip 
respon cepat untuk selalu 
siap bergerak kapan saja 
dibutuhkan. Ini adalah ben-
tuk empati dan pelayanan 
maksimal, baik untuk men-
dukung lapisan masyarakat 
luas yang memerlukan ban-
tuan angkutan darurat seca-
ra segera," kata Kombes Pol. 
Kurniawan Tandi Rongre.

Proses pengantaran jena-
zah lintas kabupaten dari 
Kota Palu menuju wilayah 
Donggala tersebut berjalan 
lancar dan aman hingga 
tiba di rumah duka untuk 
proses pemakaman selan-
jutnya.*/YAT

PERSONEL Brimob Sulteng bersama keluarga jenazah saat saling membantu mengangkat jenazah naik ke 
mobil Ambulance Brimob Madago Respons, Senin (6/7/2026). FOTO: DOK BRIMOB SULTENG

Ambulance Brimob Fasilitasi Pengantaran 
Jenazah ke Desa Tolongano Donggala

SULTENG RAYA – Aksi 
nyata kepedulian terhadap 
kelestarian lingkungan dan 
kenyamanan fasilitas publik 
terus digalakkan oleh Bata-
lyon C Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng. 

Komitmen tersebut diwu-
judkan melalui pelaksanaan 
bakti kemasyarakatan den-
gan membersihkan ling-
kungan objek wisata Pantai 
Sione, Desa Bahoruru, Ke-
camatan Bungku Tengah, 
Kabupaten Morowali, Selasa 
(7/72026).

Dalam pelaksanaannya, 
personel Batalyon C Pelopor 
bergerak bersama menyisir 
area pesisir pantai untuk 
memunguti sampah, teru-
tama sampah plastik dan 
limbah rumah tangga yang 
berserakan di sekitar lokasi 
wisata. Sampah-sampah 
yang terkumpul kemudian 
dimasukkan ke dalam kan-

PERSONEL Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng saat mem-
bersihkan lingkungan objek wisata Pantai Sione, Desa Bahoruru, Ke-
camatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selasa (7/72026). 
FOTO: BATALYON C PELOPOR SATBRIMOB POLDA SULTENG

Personel Brimob Bersihkan 
Tempat Wisata Pantai Sione

tong-kantong sampah (trash 
bag) yang telah disiapkan 

sebelumnya, untuk selan-
jutnya dibuang ke tempat 

pembuangan akhir.
Aksi gotong royong ini 

difokuskan pada titik-titik 
yang sering menjadi tempat 
berkumpulnya wisatawan, 
guna mengembalikan keas-
rian pantai serta mencegah 
pencemaran ekosistem laut. 
Selain menjaga estetika, 
pembersihan ini bertujuan 
untuk memberikan kenya-
manan maksimal bagi para 
pengunjung yang datang 
berlibur. 

Danyon C Pelopor Satbri-
mob Polda Sulteng, Kompol 
Dimas Putra Kembaran, 
mengatakan bahwa kegiatan 
bakti lingkungan ini me-
rupakan bentuk kontribusi 
sosial Brimob dalam men-
dukung sektor pariwisata 
daerah agar tetap bersih, 
sehat, dan bernilai estetika 
tinggi.

"Pantai Sione ini merupa-
kan salah satu destinasi 
wisata andalan masyarakat 
di Morowali. Melalui aksi 
gotong royong pembersi-
han sampah ini, kami in-
gin mengedukasi sekaligus 
mengajak masyarakat dan 
pelaku wisata untuk bers-
ama-sama menjaga keber-
sihan lingkungan dengan 
tidak membuang sampah 
sembarangan," jelas Kompol 
Dimas Putra Kembaran.

Melalui aksi bakti ke-
masyarakatan yang berjalan 
dengan tertib dan penuh 
kebersamaan ini, kawasan 
objek wisata Pantai Sione 
kini tampak lebih bersih, 
rapi, dan nyaman untuk 
dikunjungi oleh masyara-
kat.*/YAT
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Wali  Kota  Bandung, 
Muhammad Farhan men-
gatakan langkah pertama 
yang akan dilakukan adalah 
memastikan tidak ada ASN 
Pemkot Bandung yang ter-
jerat praktik judi online. Ia 
menilai kebiasaan berjudi 
secara daring sering kali be-
rujung pada persoalan lain, 
seperti keterlibatan dalam 
pinjaman online ilegal aki-
bat tekanan ekonomi.

"Yang pasti sekarang kami 
akan memastikan dulu bah-
wa di ASN tidak ada yang 
terjebak judi online. Karena 
setiap kali seseorang terje-
bak judi online, biasanya 
akan terjebak juga pada 
pinjaman online ilegal. Itu 
yang harus kita cegah," ujar 
Farhan di Balai Kota Ban-
dung, Selasa (7/7/2026).

Pemkot Bandung akan 
memperkuat program li-
terasi digital dan literasi 
keuangan di kalangan ASN 
sebagai benteng awal se-
belum diperluas kepada 
masyarakat.

"Literasi digital dan li-
terasi keuangan akan kami 
pastikan dulu berjalan di 
lingkungan ASN. Setelah 
itu baru kita masuk ke wi-
layah-wilayah masyarakat 
melalui berbagai program 
edukasi. Pada dasarnya ini 
soal membangun kesada-
ran," katanya.

Selain edukasi, Farhan 

WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan. FOTO: PEMKOT BANDUNG

Pemkot Bandung 
Tegas Berantas 

Judi Online, 
ASN Terlibat 

Bakal Dipecat
SULTENG RAYA 
- Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung 
terus memperkuat 
langkah pencegahan 
dan memerangi prak-
tik judi online yang 
semakin mengkha-
watirkan. Caranya 
dengan mempriori-
taskan pengawasan 
terhadap aparatur 
sipil negara (ASN) 
sekaligus mening-
katkan literasi digital 
dan literasi keuangan 
masyarakat menyu-
sul munculnya data 
yang menempatkan 
Kota Bandung seba-
gai salah satu wila-
yah dengan tingkat 
aktivitas judi online 
yang tinggi pada 
2025.

juga menyoroti pentingnya 
penguatan koperasi seba-
gai alternatif pembiayaan 
masyarakat yang aman dan 
legal. Menurutnya, tingkat 
pemanfaatan koperasi di 
Kota Bandung sebenarnya 
sudah cukup tinggi. Namun, 
pemerintah menemukan 
adanya indikasi sejumlah 
kelompok simpan pinjam in-
formal yang mulai bertrans-
formasi menjadi koperasi 
simpan pinjam.

"Koperasi di Kota Ban-
dung pemanfaatannya su-
dah cukup tinggi. Persoalan-
nya, ada indikasi beberapa 
kelompok simpan pinjam 
informal bertransformasi 
menjadi koperasi simpan 
pinjam. Ini yang sedang 
kami awasi supaya jangan 
sampai berkembang men-
jadi masalah," kata Farhan.

Farhan memastikan pen-
gawasan dilakukan sebagai 
langkah pencegahan agar 
praktik yang berpotensi me-
rugikan masyarakat tidak 
semakin meluas.

Terkait ASN yang terbukti 
bermain judi online, Farhan 
memastikan pemerintah 
akan menerapkan sanksi 
sesuai tingkat pelanggaran 
yang dilakukan. Ia menegas-
kan perjudian merupakan 
tindakan yang melanggar 
hukum sehingga tidak akan 
ditoleransi.

"Kalau hanya sekali dua 
kali dan masih pada tahap 
pelanggaran ringan tentu 
ada mekanisme pembinaan 

dan teguran. Tapi kalau 
sudah sampai mengorgani-
sasi atau menggalang prak-
tik perjudian, itu langsung 
kami tindak tegas. Bisa di-
berhentikan dengan tidak 
hormat," kata Farhan.

Meski hingga saat ini be-
lum terdapat laporan mau-
pun informasi mengenai 
ASN Pemkot Bandung yang 
terlibat judi online, Farhan 
memastikan pengawasan 
terus dilakukan secara ber-
kelanjutan.

"Informasi sampai hari 
ini belum ada. Tapi pen-
gawasan terus dilakukan. 
Kalau sampai ada indikasi, 
tentu akan langsung kami 
tindak sesuai aturan yang 
berlaku," katanya.

Farhan menilai bahaya 
judi online tidak bisa dipan-
dang sebelah mata. Selain 
berdampak pada kondisi 
ekonomi keluarga, praktik 
tersebut juga dapat me-
nimbulkan ketergantungan 
yang serius.

"Kita tahu judi online 
dan pinjaman online ilegal 
sudah masuk ke berbagai 
kalangan, mulai dari anak-
anak sampai orang dewasa. 
Judi juga memiliki tingkat 
ketergantungan yang san-
gat tinggi, hampir sama 
seperti kecanduan terhadap 
narkoba dan bentuk adiksi 
lainnya. Karena itu pence-
gahan harus dilakukan ber-
sama-sama melalui edukasi, 
pengawasan, dan penega-
kan aturan," kata Farhan.RPB

SULTENG RAYA - Feno-
mena El Nino yang memicu 
penurunan debit air dinilai 
meningkatkan kerentanan 
pembangkit listrik tenaga air 
(PLTA) terhadap gangguan 
pasokan listrik. Kondisi 
tersebut mendorong per-
lunya strategi baru untuk 
memperkuat ketahanan sis-
tem kelistrikan nasional di 
tengah meningkatnya risiko 
perubahan iklim.

Institute for Essential Ser-
vices Reform (IESR) menilai 
sektor ketenagalistrikan 
perlu mengantisipasi pe-
rubahan pola iklim yang 
semakin ekstrem. Ketaha-
nan sistem tidak lagi cukup 
bertumpu pada penamba-
han kapasitas pembangkit, 
tetapi juga membutuhkan 
penguatan jaringan, pening-
katan fleksibilitas sistem, 
serta perencanaan operasi 
yang lebih adaptif terhadap 
perubahan cuaca.

Direktur Transformasi Sis-
tem Energi IESR Deon Ari-
naldo mengatakan, peruba-
han iklim menghadirkan 
tantangan baru bagi sektor 
kelistrikan. Menurut dia, 
fenomena seperti El Nino 
tidak hanya memengaruhi 
pembangkit listrik tenaga 
air, tetapi juga berdampak 

terhadap operasi sistem ke-
listrikan secara keseluruhan.

“Perubahan iklim men-
gubah cara kita memandang 
keandalan sistem kelistri-
kan. Tantangannya bukan 
hanya memastikan pasokan 
listrik tersedia, tetapi juga 
memastikan sistem mampu 
beradaptasi terhadap risiko 
iklim yang semakin mening-
kat,” kata Deon dalam webi-
nar mengenai reformasi sis-
tem kelistrikan nasional di 
Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Deon menjelaskan, sistem 
kelistrikan saat ini meng-
hadapi tiga tantangan uta-
ma, yakni meningkatnya fre-
kuensi cuaca ekstrem yang 
mengancam infrastruktur, 
perubahan pola permin-
taan listrik akibat peruba-
han iklim, serta kebutuhan 
mempercepat dekarbonisasi 
melalui pemanfaatan energi 
terbarukan. Ketiga tantan-
gan tersebut, menurut dia, 
menuntut pendekatan baru 
dalam pengelolaan sistem 
kelistrikan.

Analis Energi Terbarukan 
IESR Muhammad Ihsan 
mengatakan, pengalaman 
El Nino pada 2023 menun-
jukkan PLTA menjadi salah 
satu aset kelistrikan yang pa-
ling terdampak. Penurunan 

debit air menyebabkan ke-
mampuan pembangkitan 
berkurang sehingga ope-
rator perlu menyesuaikan 
pola operasi sistem untuk 
menjaga keandalan pasokan 
listrik.

Menurut Ihsan, kondi-
si tersebut menunjukkan 
pentingnya memperkuat 
fl eksibilitas sistem kelistri-
kan. Pengembangan jarin-
gan transmisi, pemanfaatan 
penyimpanan energi, serta 
diversifikasi sumber pem-
bangkitan perlu dipercepat 
agar sistem tidak terlalu 
bergantung pada satu jenis 
pembangkit ketika terjadi 
gangguan akibat cuaca ek-
strem.

IESR juga menilai pen-
guatan regulasi menjadi 
salah satu aspek penting 
dalam strategi mitigasi. 
Pembaruan Grid Code dan 
Distribution Code dinilai 
perlu dilakukan agar stan-
dar operasi sistem mampu 
mengantisipasi meningkat-
nya risiko iklim sekaligus 
mendukung integrasi energi 
terbarukan yang semakin 
besar.

Lembaga tersebut men-
dorong pemerintah men-
yusun strategi nasional ke-
tahanan jaringan listrik yang 

mencakup pemetaan risiko 
iklim terhadap pembangkit, 
jaringan transmisi, dan gar-
du induk. Evaluasi berkala 
terhadap standar keandalan 
sistem juga dinilai penting 
agar kebijakan mampu 
mengikuti perkembangan 
teknologi dan tantangan 
perubahan iklim.

K e m e n t e r i a n  E n e r g i 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) menyatakan pen-
guatan keandalan sistem 
kelistrikan menjadi salah 
satu fokus evaluasi sektor 
ketenagalistrikan.

Pemerintah juga mem-
percepat pembangunan ja-
ringan transmisi untuk me-
ningkatkan fl eksibilitas sis-
tem sekaligus mendukung 
integrasi energi terbarukan 
di berbagai wilayah.

IESR menilai strategi mi-
tigasi terhadap dampak El 
Nino perlu menjadi bagian 
dari perencanaan jangka 
panjang sektor kelistrikan. 
Dengan sistem yang lebih 
tangguh dan fl eksibel, risiko 
penurunan pasokan listrik 
akibat perubahan iklim di-
harapkan dapat ditekan se-
kaligus menjaga keandalan 
pasokan listrik nasional di 
tengah percepatan transisi 
energi.RPB

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci di aliran Sungai Batang Merangin, Kerinci, Jambi, Rabu (27/8/2025). FOTO: ANT

El Nino Ancam PLTA

SULTENG RAYA - Wali 
Kota Bima A Rahman H 
Abidin membantah isu bah-
wa dirinya melantik istri 
dan iparnya menjadi pejabat 
. Dia menegaskan, pelan-
tikan istrinya telah sesuai 
ketentuan dan memperoleh 
persetujuan Badan Kepega-
waian Negara (BKN).

Rahman mengatakan, 
pelantikan istrinya, Badrah 
Ekawati, sebagai Sekretaris 
Dinas Kesehatan Kota Bima 
pada Rabu (1/7/2026) telah 
melalui mekanisme yang 
berlaku dan memperoleh 
persetujuan teknis dari Ba-
dan Kepegawaian Negara 
(BKN).

“Sudah ada izin peraturan 
teknis dari BKN. Tanpa itu 
kami tidak bisa melakukan 
pelantikan, bisa-bisa dibe-
kukan hak kepegawaian 
daerah," ujarnya, di Mata-
ram, Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan istrinya 
telah berstatus aparatur 
sipil negara (ASN) selama 
33 tahun dan menduduki ja-
batan administrator (eselon 
III) sejak 2016, jauh sebelum 
dirinya menjabat sebagai 
wali kota Bima.

Menurut Rahman, Badrah 
sempat dinonaktifkan dari 
jabatan struktural menjadi 
staf setelah dirinya kalah 
dalam Pilkada 2018. Karena 
itu, pelantikan tersebut me-
rupakan pengembalian ke 
jabatan sebelumnya, bukan 
promosi ke jabatan yang 
lebih tinggi.

"Istri saya sejak 2016 su-
dah eselon III. Tapi karena 
saya kalah Pilkada 2018, istri 
saya kemudian dinonjobkan 
menjadi staf. Posisinya yang 
dulu sekarang saya kembali-
kan, bukan naik ke eselon 
II," katanya.

Ia menambahkan, is-
trinya telah meniti jenjang 
karier sebagai ASN, mulai 
dari staf, kepala seksi, ke-
pala bidang, hingga kem-
bali menduduki jabatan 
administrator sesuai ke-
tentuan pengembangan 
karier ASN.

Rahman juga membantah 

FOTO: Kota Bima NTB

Wali Kota Bima Bantah Lantik 
Istri dan Ipar Jadi Pejabat

informasi yang menyebut 
dirinya melantik iparnya 
sebagai pejabat di lingkun-
gan Pemerintah Kota Bima. 
"Kalau lantik ipar, tidak ada 
ipar. Jadi, kalau ipar, itu 

fi tnah," tegasnya.
Ia menyayangkan bere-

darnya informasi di media 
sosial yang menyebut di-
rinya melantik sejumlah 
anggota keluarga tanpa kon-

fi rmasi, karena dinilai dapat 
menimbulkan persepsi ke-
liru di tengah masyarakat. 
"Ya, saya ambil hikmahnya 
saja dari semua kejadian ini," 
katanya.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

KEPUTUSAN Presiden Prabowo 
Subianto mengutus Mente-
ri Luar Negeri Sugiono dan 
meminta Ketua MPR Ahmad 

Muzani menghadiri pemakaman Pemimpin 
Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, 
pada Kamis (9/7), patut diapresiasi. Lang-
kah itu mengakhiri polemik mengenai sikap 
Indonesia yang sebelumnya hanya diwakili 
pejabat setingkat duta besar untuk mengha-
diri pemakaman pemimpin negara sahabat 
tersebut.Sumber Daya Bahasa

Lebih dari sekadar urusan protokoler, 
keputusan itu menegaskan bahwa Indonesia 
tetap memegang teguh politik luar negeri 
bebas dan aktif. Di tengah meningkatnya 
polarisasi geopolitik dunia, prinsip terse-
but justru semakin relevan sebagai pijakan 
diplomasi Indonesia.

Iran bukan sekadar negara yang memiliki 
hubungan diplomatik dengan Indonesia. 
Ikatan kedua bangsa telah terjalin jauh 
sebelum Indonesia merdeka. Hubungan 
perdagangan dan penyebaran Islam sejak 
masa Persia hingga Hindia Belanda mem-
bangun kedekatan historis yang tidak dapat 
diabaikan. Karena itu, duka yang dirasakan 
rakyat Iran layak pula dihormati oleh Indo-
nesia sebagai sahabat.

Menghadiri pemakaman seorang kepala 
negara atau pemimpin tertinggi tidak ser-
ta-merta berarti menyetujui seluruh kebija-
kan politik negara tersebut. Kehadiran itu 
merupakan penghormatan atas hubungan 
antarnegera yang telah dibangun selama 
puluhan, bahkan ratusan tahun. Diplomasi 
tidak boleh dipersempit menjadi pilihan 
hitam-putih antara kawan dan lawan.

Di sinilah politik bebas dan aktif diuji. 
Indonesia harus mampu menentukan sikap 
berdasarkan kepentingan nasional, bukan 
karena tekanan atau keberpihakan terhadap 
blok kekuatan tertentu. Hubungan Amerika 
Serikat dan Iran, yang hingga kini masih 
diwarnai ketegangan, tidak semestinya 
menghalangi Indonesia menjaga persaha-
batan dengan kedua negara.

Keputusan Presiden tentu tidak bebas dari 
risiko diplomatik. Selalu ada kemungkinan 
munculnya penafsiran negatif dari pihak-pi-
hak yang berkepentingan. Namun, justru 
di tengah situasi seperti inilah konsistensi 
politik luar negeri Indonesia memperoleh 
maknanya. Bebas berarti tidak tunduk pada 
tekanan siapa pun, sedangkan aktif berarti 
tetap berkontribusi bagi terciptanya perda-
maian dunia.

Presiden sendiri telah mengingatkan 
bahwa menjalankan politik bebas dan aktif 
memiliki konsekuensi. Indonesia harus siap 
berdiri di atas kaki sendiri dan tidak ber-
gantung pada perlindungan negara mana 
pun. Kesadaran itulah yang semestinya 
memperkuat kemandirian nasional sekali-
gus mempertegas posisi Indonesia dalam 
percaturan global.

Dunia kini semakin terfragmentasi ke 
dalam blok-blok politik dan ekonomi. Lo-
gika ‘bersama kami atau melawan kami’ 
semakin menguat dan mengancam ruang 
dialog yang menjadi fondasi perdamaian. 
Dalam situasi demikian, Indonesia justru 
memiliki peluang untuk menunjukkan 
bahwa hubungan antarbangsa tidak harus 
dibangun di atas permusuhan dan rivalitas.
Referensi Geografis

Keputusan mengirim utusan negara ke 
Teheran menjadi pengingat bahwa amanat 
konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial bukan sekadar slo-
gan. Politik bebas dan aktif harus terus dijaga 
sebagai identitas diplomasi Indonesia, karena 
hanya dengan prinsip itulah Indonesia dapat 
menjadi jembatan dialog di tengah dunia yang 
semakin terbelah.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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MBG Perkuat Ekonomi Lokal, Hadirkan 
Peluang Kerja di Seluruh Daerah

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sema-
kin menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak 
hanya dapat menjawab persoalan sosial, tetapi 
juga mampu menciptakan efek berganda bagi 
perekonomian. 

DI tengah tantan-
gan penciptaan 
lapangan kerja, 
penguatan daya 

beli masyarakat, dan kebu-
tuhan memperkuat usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM), implementasi MBG 
mulai memperlihatkan man-
faat yang melampaui tujuan 
awal penyediaan makanan 
bergizi bagi masyarakat.

Selama ini, program ban-
tuan sosial kerap dipandang 
sebatas instrumen distribusi 
manfaat kepada kelompok 
penerima. Namun MBG me-
nawarkan pendekatan yang 
berbeda. Program ini diran-
cang sebagai sebuah ekosis-
tem ekonomi yang menghu-
bungkan pemerintah, petani, 
peternak, nelayan, pelaku 
UMKM, hingga tenaga kerja 
lokal dalam satu rantai pasok 
yang saling menguatkan. 
Dengan demikian, anggaran 
negara yang dibelanjakan 
tidak berhenti pada konsumsi 
semata, tetapi terus berputar 
menjadi aktivitas ekonomi di 
tingkat daerah.

Gambaran tersebut sema-
kin terlihat dari hasil peman-
tauan pemerintah terhadap 
pelaksanaan MBG di berbagai 
daerah. Dalam kunjungan 

OLEH : YOGA PRANATA

melakukan monitoring secara 
nasional melalui kantor wi-
layah dan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara agar 
implementasi berjalan sesuai 
ketentuan, akuntabel, tepat 
sasaran, sekaligus mampu 
mengidentifikasi berbagai 
kendala di lapangan sejak 
dini. Pendekatan tersebut pen-
ting agar manfaat ekonomi 
yang dihasilkan tetap sejalan 
dengan prinsip tata kelola 
yang baik.

Dampak ekonomi MBG 
juga mulai terlihat pada 
tingkat daerah. Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur me-
nilai keterlibatan UMKM 
dalam rantai pasok MBG ikut 
memberikan kontribusi ter-
hadap pertumbuhan ekonomi 
provinsi tersebut. Sekretaris 
Daerah Jawa Timur Adhy 
Karyono menjelaskan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Jawa 
Timur pada triwulan pertama 
2026 mencapai 5,96 persen, 
salah satunya ditopang me-
ningkatnya aktivitas ekonomi 
UMKM yang menjadi bagian 
dari ekosistem MBG.

Pernyataan tersebut men-
unjukkan bahwa keberhasilan 
suatu program nasional tidak 
hanya diukur dari jumlah 
penerima manfaat, tetapi juga 
dari besarnya aktivitas ekono-
mi yang berhasil diciptakan. 
Ketika ribuan UMKM mem-
peroleh pesanan rutin untuk 
memenuhi kebutuhan dapur 
MBG, maka arus kas pelaku 
usaha menjadi lebih stabil. 
Stabilitas tersebut mendorong 
peningkatan produksi, pembe-
lian bahan baku, hingga pen-
ambahan tenaga kerja baru.

Efek berantai itu sema-
kin terasa karena kebutuhan 
operasional dapur MBG ti-
dak hanya membutuhkan 
bahan pangan. Setiap satuan 
pelayanan juga memerlukan 
tenaga pengelola, juru masak, 
petugas distribusi, tenaga 
administrasi, hingga pekerja 
pendukung lainnya. Dengan 
kata lain, MBG menciptakan 
lapangan kerja langsung se-
kaligus membuka peluang 
usaha tidak langsung bagi 
masyarakat di sekitar lokasi 
pelaksanaan program.

Kebijakan Pemerintah Pro-
vinsi Jawa Timur yang men-
dorong dapur MBG membeli 
telur dari peternak lokal se-
cara berkala menjadi contoh 
bagaimana program nasional 
dapat disinergikan dengan 
kebutuhan menjaga stabilitas 
harga komoditas. Langkah 
tersebut bukan hanya mem-
bantu memastikan pasokan 
bahan pangan tetap tersedia, 
tetapi juga memberikan ke-
pastian pasar bagi peternak 
sehingga produksi dapat terus 
dipertahankan. Pola seperti 
ini memperlihatkan bahwa 
MBG dapat menjadi instru-
men yang menghubungkan 
kepentingan sosial dengan 
penguatan ekonomi sektor 
riil.

Keberhasilan tersebut tentu 
tidak hadir secara otomatis. 
MBG merupakan program 
berskala besar yang mem-
butuhkan koordinasi lintas 
sektor. Pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, Badan 
Gizi Nasional, Kementerian 
Keuangan, pelaku usaha, 
akademisi, organisasi profesi, 

hingga masyarakat memiliki 
peran masing-masing dalam 
menjaga kualitas pelaksanaan 
program. Pengawasan ter-
hadap mutu makanan, keama-
nan pangan, higienitas, serta 
distribusi bahan baku menjadi 
faktor penting agar manfaat 
yang dihasilkan benar-benar 
dirasakan masyarakat.

Dalam konteks pemban-
gunan nasional, MBG pada 
akhirnya menjadi investa-
si jangka panjang. Di satu 
sisi, program ini berupaya 
meningkatkan kualitas gizi 
generasi muda sebagai fon-
dasi pembangunan sumber 
daya manusia. Di sisi lain, 
pelaksanaannya mendorong 
tumbuhnya aktivitas eko-
nomi lokal, memperluas ke-
sempatan kerja, serta mem-
perkuat UMKM sebagai 
tulang punggung ekonomi 
nasional.

Ke depan, tantangan terbe-
sar bukan lagi membuktikan 
bahwa MBG mampu meng-
gerakkan ekonomi, melainkan 
memastikan manfaat tersebut 
semakin merata di seluruh 
daerah. Dengan tata kelola 
yang transparan, pengawasan 
yang konsisten, serta kolabo-
rasi seluruh pemangku kepen-
tingan, MBG berpotensi ber-
kembang menjadi salah satu 
program strategis yang tidak 
hanya meningkatkan kualitas 
kesehatan masyarakat, tetapi 
juga memperkuat fondasi 
ekonomi kerakyatan melalui 
penciptaan lapangan kerja, 
pemberdayaan UMKM, dan 
perputaran ekonomi yang ber-
kelanjutan. Pengamat Ekonomi 
Kerakyatan dan Isu Strategis

kerjanya ke Jawa Tengah, 
Menteri Keuangan Purba-
ya Yudhi Sadewa meninjau 
langsung realisasi APBN seka-
ligus perkembangan sejumlah 
program prioritas pemerintah, 
termasuk MBG. Berdasarkan 
pemaparan yang diterima, 
hingga pertengahan 2026 pro-
gram tersebut telah menjang-
kau sekitar 9,16 juta penerima 
manfaat melalui 4.635 Satuan 
Pelayanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG), melibatkan 18.854 
pemasok lokal, serta men-
ciptakan lebih dari 193 ribu 
lapangan kerja.

Angka tersebut memberi-
kan gambaran bahwa setiap 
dapur MBG tidak berdiri sen-
diri sebagai tempat penyedia 
makanan, melainkan menjadi 
pusat aktivitas ekonomi baru. 
Di balik satu porsi makanan 
bergizi terdapat permintaan 
terhadap beras, telur, sayuran, 
ikan, ayam, susu, bumbu, jasa 
distribusi, hingga kebutuhan 
tenaga kerja yang seluruh-
nya melibatkan masyarakat 
sekitar.

Karena itulah pengawasan 
terhadap pelaksanaan pro-
gram menjadi bagian yang 
tidak dapat dipisahkan. Peme-
rintah melalui Direktorat Jen-
deral Perbendaharaan terus 

Ujian Politik 
Bebas Aktif

OLEH : SANITA ARDIN

MENTERI Ke-
sehatan (Men-
kes) Budi Gu-
nadi Sadikin 

mengungkapkan bahwa ‘Hasil 
program Cek Kesehatan Gratis 
(CKG) 2025-2026 terhadap   se-
kitar 7 juta anak menunjukkan 
4,4% mengalami gejala kece-
masan dan 4,8% mengalami 
gejala depresi. Ini menun-
jukkan bahwa masalah kese-
hatan jiwa pada anak sangat 
besar,” ujar Budi di Jakarta, 
Senin (9/3/2026), dikutip 
dari Antara. Fenomena ini 
menggejala di seluruh dunia, 
dengan ketidakpastian karir 
dan masa depan membuat Gen 
Z bersikap lebih skeptis. Orga-
nisasi Kesehatan Internasional 
(WHO) memperikirakan 1 
dari 7 remaja usia 10 sampai 
19 tahun mengalami kondisi 
gangguan mental, dan ini 
menyumbang sekitar 15% dari 
beban penyakit Global pada 
kelompok usia dini.

Kecemasan yang diala-
mi oleh generesi Z ini tidak 
muncul tanpa sebab, realita 
ini merupakan hasil dari kri-
sis multidimensi yang me-
landa dunia saat ini berupa 
ketidakstabilan dan ketidak-

INDONESIA menghadapi ancaman krisis 
Kesehatan mental pada remaja. Berbagai survey 
nasional maupun global menunjukkan bahwa 
Generasi Z ( kelahiran antara tahun 1997-2012 
) menjadi kelompok yang rentan mengalami 
kecemasan dan gangguan Kesehatan mental. 

pastian ekonomi, perubahan 
sosial yang begitu cepat, krisis 
lingkungan dan ketidakpastian 
masa depan. Survei Deloitte 
tahun 2023 mencatat bahwa 
terdapat kekhawatiran terbesar 
pada generasi Z diantaranya 
Biaya Hidup (53%), masalah 
pekerjaan (22%), perubahan 
Iklim (21%), Kesehatan mental 
(19%) dan keamanan pribadi 
(17%). Tingginya Biaya hidup 
dan krisis pekerjaan mencer-
minkan betapa sulitnya berta-
han hidup ditengah kondisi ek-
onomi yang tidak pasti saat ini.

Gen Z tidak sedang baik-baik saja
Besarnya kekhawatiran ge-

nerasi Z terhadap biaya hidup, 
pekerjaan dan masa depan 
menunjukkan bahwa masalah 
yang mereka hadapi bukan 
sekedar faktor individu seperti 
psikologis, melainkan sangat 
berkaitan erat dengan kondisi 
sistemik kehidupan yang men-
gatur seluruh manusia. Teka-
nan finansial, khawatir akan 
masa depan, ekspektasi sosial 
hingga merasa tak berdaya atas 
sistuasi menjadi dampak dari 
realitas kebutuhan hidup yang 
terus meningkat sementara 
akses terhadap kesejahteraan 

(baca : lapangan kerja) semakin 
sulit dijangkau oleh banyak 
orang. Hal ini disebabkan 
oleh adanya penerapan Sistem 
Kapitalisme dengan membu-
ka lebar ruang dalam akses 
kebebasan kepemilikan yang 
menjadikan para pemodal lah 
menguasai sumber-sumber 
kekayaan dan hajat kehidu-
pan ummat manusia. Selain 
itu, Sistem kapitalisme juga 
membatasi adanya peran ne-
gara terhadap masyarakat tak 
terkecuali Generasi Z dalam 
menjamin kebutuhan rakyat 
yang merupakan fungsi pokok 
dari sebuah negara sebagai 
penanggung jawab utama.

Walhasil, berbagai kebu-
tuhan mendasar seperti Pendi-
dikan, Kesehatan dan lapangan 
pekerjaan menjadi bergantung 
kepada mekanisme pasar yang 
rentan dengan ketidakpastian. 
Realita ini membuat generasi 
muda terpaksa menghadapi 
tekanan ekonomi yang besar 
di sejak usia produktif mereka.

Lebih dari itu, sitem kapi-
talisme yang dibangun atas 
asas sekularisme ( pemisahan 
agama dari kehdiupan), telah 
gagal memberikan landasan 
nilai yang kokoh bagi gene-
rasi untuk menjalani kehidu-
pannya. Sebab kesuksesan 
dalam sistem sekuler kapitalis 
diukur dari tingkat kekayaan, 
popularitas dan segala ma-
cam pencapaian dunia. Di 
saat agama dijauhkan dari 
kehidupan , maka manusia 
akan kehilangan tolak ukur 
yang benar dan tepat dalam 
menentukan tujuan hidup 
dan menilai sebuah kebahagi-
aan. Selain ketidakmampuan 

menghadapi tekanan hidup, 
ini juga menyebabkan adanya 
krisis identitas, mental yang 
lemah, kecemasan dan merasa 
gagal hanya karena tidak bisa 
memenuhi standar hidup yang 
senantiasa dipertontonkan 
melalui media sosial.

Pada akhirnya potensi Gene-
rasi Z ini terkuras oleh tekanan 
hidup yang kian kompleks, 
padahal energi mereka se-
harusnya digunakan untuk 
berinovasi, berkarya, men-
yiapkan kepemimpinan dan 
menjadi tonggak perubahan 
di tengah-tengah masyarakat. 
Namun, dengan rendahnya 
perhatian terhadap generasi Z, 
mereka seringkali di cap seba-
gai generasi yang lemah, manja 
hingga cibiran tentang tidak 
tahan menghadapi hidup. Kon-
disi yang mengancam generasi 
Z ini jika tanpa penanganan 
yang tepat, maka problem 
tersebut akan menghambat 
tumbuh kembang generasi 
penerus bangsa. Sementara 
peran generasi muda sangatlah 
penting, terkhusus dalam me-
wujudkan visi negri Indonesia 
di tahun 2045 mendatang.

Optimalisasi potensi Generasi 
dengan Islam

Islam diturunkan oleh sang 
pencipta, tidak hanya berperan 
sebagai sebuah agama tetapi 
juga sebagai arah hidup. Di 
tengah depresi yang melanda 
generasi saat ini, sejak dulu 
Islam telah menyampaikan 
konsep tentang ketenangan 
hidup, Allah SWT berfirman 
“orang-orang yang beriman 
dan hati mereka manjadi ten-
teram dengan mengingat Al-

lah. Ingatlah, hanya dengan 
mengingati Allah-lah hati 
menjadi tenteram. (TQS. Ar 
Ra’d :28). Ayat ini mengajar-
kan kepada individu untk 
memiliki keyakinan bahwa 
hanya Allah lah sebagai tem-
pat terbaik untuk bersandar 
dan dalam meraih ketenangan 
hidup bukan pada pencapaian 
dan kesuksesan materi semata, 
melainkan hubungan yg kuat 
antara manusia dengan pen-
ciptanya.

Keyakinan tersebut adalah 
modal bagi generasi untuk 
membentuk kepribadiannya 
yang kokoh dan tangguh 
dalam menjalani kehidupan. 
Sejarah telah membuktikan 
dengan generasi muda di masa 
kejayaan Islam sangat kuat, 
berkepribadian mulia dan 
cakap dalam berbagai bidang 
keilmuan. Pembinaan generasi 
Sahabat misalnya pada masa 
Rasululla yang dibina den-
gan Qur’an, memiliki aqidah 
yang shahih dan memahami 
orientasi hidup benar, hing-
ga menjadikan mereka para 
pemimpin yang dibutuhkan 
ummat. Upaya ini tidak cukup 
sekedar pembentukan indivi-
du saja. Hadirnya peran ne-
gara sangatlah penting dalam 
menjalankan perannya sebagai 
support system agar tumbuh-
nya generasi yang hebat dan 
kuat. Masyarakat dalam Islam, 
tidak menjadikan standar ke-
baikan diukur oleh materi dan 
kepuasan duniawi semata, 
melainkan dari raihan Amal 
shaleh yang menjadikan setiap 
orang berlomba lomba untuk 
melakukan kebaikan. Penulis: 
Guru SD dan Pemerhati Sosial

Depresi Melanda Gen Z, Alarm 
Bagi Kesehatan Mental Kaum Pemuda



Kementerian PU Targetkan Bangun 
Irigasi Baru Seluas 100 Hektar di 2027

Pemprov Sulteng Alokasikan Rp208,98 
Miliar Bangun Jalan dan Jembatan
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Prabowo dan Modi Resmikan Kolaborasi 
Indonesia-India Pugar Prambanan

Baca KEMENTERIAN Hal. 7

Baca PEMPROV Hal. 7

Baca RESMIKAN Hal. 7

FOTO CERITA

JEMBERANA - Jauh dari ingar-bingar 
gemerlap industri pariwisata di Pulau 
Dewata, para petani di Kabupaten 
Jembrana, Bali, secara konsisten mem-
budidayakan kakao sebagai salah satu 

komoditas utama. Berdasarkan data 
Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan 
Jembrana, pada tahun 2025 tercatat 
13.119 KK petani menggantungkan 
harapannya pada pohon-pohon kakao 

yang ditanam di areal seluas sekitar 
6.340 hektare yang tersebar di lima wi-
layah kecamatan. Berkat potensi besar 

MENYAPA NUSANTARA

Jakarta, (ANTARA) - Presiden RI Prabowo 
Subianto dan Perdana Menteri India 

Narendra Modi resmi meluncurkan kola-
borasi Indonesia-India untuk konservasi 

warisan budaya Candi Prambanan di area 
Taman Wisata Candi Prambanan, Yogya-

karta, Rabu siang.

Baca KAKAO Hal. 7

Dari Ujung Barat Pulau Dewata, Kakao 
Jembrana Menembus Pasar Dunia

PRESIDEN RI Prabowo Subianto 
(kanan) dan Perdana Menteri 
India Narendra Modi (kiri) berja-
bat tangan setelah meresmikan 
secara simbolik kolaborasi In-
donesia-India untuk konservasi 
Candi Prambanan, Yogyakarta, 
Rabu (8/7/2026). FOTO: ANTARA/BPMI 
SEKRETARIAT PRESIDEN

Kolaborasi itu resmi dilun-
curkan secara simbolik saat 
Presiden Prabowo dan PM 
Modi menyingkap kain yang 
menutupi plakat bertuliskan 
“Indonesia-India Collabora-
tive Cultural Heritage Con-
servation for Prambanan 
Temple”.

Lokasi plakat itu berdiri 
tepat di dekat reruntuhan 
candi-candi kecil yang di-
sebut  perwara. Setidaknya 
ada sekitar 200 perwara atau 

candi-candi pendamping di 
kompleks Candi Prambanan 
yang masih berupa rerun-
tuhan dan belum tersus-
un kembali seperti bentuk 
awalnya.

Menteri Kebudayaan Fad-
li Zon, dalam kesempatan 
terpisah, yaitu saat ditemui 
wartawan di Istana Kepre-
sidenan RI, Jakarta, Selasa 
(7/7), setelah acara kene-
garaan bersama PM Modi, 
menjelaskan Pemerintah 

Indonesia mengarahkan 
kolaborasi konservasi dan 
pemugaran Candi Pram-
banan dengan India juga 
diarahkan untuk revitalisasi 
candi-candi di Prambanan, 
termasuk perwara-perwara.

PM Modi bersama Presi-
den Prabowo bertolak dari 
Jakarta ke Yogyakarta hari 
ini untuk meninjau langs-
ung Candi Prambanan, situs 
warisan dunia UNESCO dan 
salah satu candi Hindu terbe-

JARINGAN irigasi. FOTO: ANTARA/KEMENTERIAN PU

Jakarta, (ANTARA) - Ke-
menterian Pekerjaan Umum 
(PU) melalui Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air atau 
SDA menargetkan pemban-
gunan irigasi baru seluas 100 
hektare pada tahun depan.

“Target prioritas tahun 
2027 dengan pagu indikatif 
sebesar Rp25,44 triliun kami 
manfaatkan untuk melaksa-
nakan tugas dengan target 
untuk kegiatan irigasi dan 
rawa ditargetkan pemban-
gunan irigasi baru seluas 100 
hektare,” ujar Direktur Jen-
deral SDA Kementerian PU 
Arnold A. P. Ritiauw dalam 
Rapat Dengar Pendapat 
bersama Komisi V DPR RI 
yang dipantau secara daring 

di Jakarta, Rabu.
Dia juga menambahkan, 

Direktorat Jenderal (Ditj-
en) SDA juga menargetkan 
rehabilitasi jaringan irigasi 
seluas 40.678 hektare pada 

tahun 2027.
Untuk kegiatan sungai 

dan pantai, Ditjen SDA me-
nargetkan pembangunan 

GUBERNUR SULTENG Anwar Hafid didampingi Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae dan forkopimda saat peletakan 
batu pertama pembangunan jalan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu (7/6/2026). FOTO: ANTARA/
MOH SALAM

Palu, (ANTARA) - Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp208,98 
miliar melalui Program Be-
rani Lancar untuk mem-
bangun jalan dan jembatan 
guna meningkatkan konek-
tivitas antarwilayah serta 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi daerah.

Kepala Dinas Bina Marga 
dan Penataan Ruang Provin-
si Sulawesi Tengah Faidul 
Keteng di Palu, Rabu, men-
gatakan pada 2026 pemerin-
tah provinsi menangani 57 
ruas jalan dan 10 jembatan 
melalui program tersebut.

“Pada 2026, pemerintah 
provinsi menangani 57 
ruas jalan dan 10 jembatan 
dengan alokasi anggaran 
Rp208,98 miliar,” katanya.
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tersebut, kabupaten yang 
terletak di ujung barat Pulau 
Dewata itu dideklarasikan 
sebagai Kota Cokelat pada 
tahun 2024 silam. 

Pagi itu, I Ketut Sudomo 
(75) bersama anaknya I 
Made Dwi Mahardiyasa (21) 
melakukan rutinitas di kebun 
kakao Desa Candikusuma, 
Jembrana. Ketut Sudomo 
yang sudah puluhan tahun 
menjadi petani kakao itu 
hafal betul mana buah kakao 
yang siap dipanen. Kedua 
tangan petani lintas gene-
rasi itu cekatan memotong 
tangkai demi tangkai buah 
kakao yang matang. Diban-
tu sejumlah petani lainnya, 
buah kakao yang telah dipa-
nen kemudian dipecah untuk 
mengeluarkan biji kakaonya.

  Setelah proses pema-
nenan di tingkat hulu, pro-
ses pengolahan biji kakao 
fermentasi juga dilakukan 
oleh pelaku industri kakao 
setempat guna menghasil-
kan biji kakao berkualitas 
dengan nilai ekonomis tinggi. 
Salah satunya dijalankan Ko-
perasi Kakao Kerta Semaya 
Samaniya. Koperasi tersebut 
menyerap biji kakao Jem-
brana yang dipanen dari 37 
kelompok tani untuk diolah 

menjadi biji kakao fermenta-
si dengan kapasitas produksi 
sekitar 50 ton per tahun. Biji 
kakao yang dikumpulkan dari 
petani itu menjalani proses 
fermentasi alami selama 6–7 
hari. Setelah itu, biji kakao 
dijemur hingga kadar airnya 
tidak lebih dari 7 persen. Biji 
kakao kering kemudian me-
lewati tahap sortasi sebelum 
dikemas dan dikirim kepada 
pembeli. 

Di Indonesia, Koperasi 
Kakao Kerta Semaya Sa-
maniya mengirimkan pro-
duk kakao fermentasinya 
kesejumlah  chocolate ma-
ker  (bean-to-bar) tidak ha-
nya di Bali namun juga ke 
berbagai daerah, seperti 
Jakarta, Makassar, Surabaya, 
dan Mataram. Tidak hanya 
dipasarkan di dalam negeri, 
kakao fermentasi itu juga 
berhasil menembus pasar 
ekspor ke sejumlah negara, 
antara lain Prancis, Belanda, 
Belgia, dan Jepang. Kualitas 
komoditas ekspor tersebut 
pun mendapat pengakuan 
internasional melalui rai-
han  Cacao of Excellence 
Silver Award 2023 oleh Ko-
perasi Kakao Kerta Semaya 
Samaniya. 

Keberhasilan menembus 

pasar internasional itu ti-
dak lantas membuat para 
pemangku kepentingan 
setempat berpuas diri. Para 
petani terus berupaya meng-
hasilkan buah kakao terbaik. 
Potensi ekonomi yang besar 
dalam budi daya kakao juga 
membuat generasi muda ter-
tarik kembali ke desa untuk 
menjadi petani dengan bekal 
inovasi dan pengetahuan 
guna meningkatkan produksi 
dan kualitas kakao. Pemer-
intah Kabupaten Jembrana 
pun berupaya menjaga ke-
berlangsungan komoditas 
kakao melalui Peraturan 
Daerah Kabupaten Jembrana 
Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Perlindungan dan Pengem-
bangan Komoditas Kakao.

  Pengembangan kakao 
Jembrana, mulai dari proses 
budidaya oleh petani di ke-
bun desa, pengolahan yang 
menggerakkan perekono-
mian masyarakat setempat, 
hingga akhirnya tampil di 
pasar internasional, menja-
di bukti nyata bahwa kerja 
keras dan sinergi lintas sek-
tor mampu mengantarkan 
produk unggulan daerah ke 
panggung dunia.

 
Foto dan teks: Fikri Yusuf

pengendali banjir sepan-
jang 59,15 km, pengaman 
pantai sepanjang 5,05 km, 
dan pengendalian sedi-
men/lahar gunung berapi 
sebanyak 2 unit.

“Untuk kegiatan penye-
diaan air baku ditarget-
kan pembangunan sarana 
prasarana air baku dengan 
kapasitas 0,76 meter kubik 
per detik,” katanya.

Dia juga menyampai-
kan, untuk kegiatan ben-
dungan danau ditargetkan 
lanjutan pembangunan 14 
bendungan dan revitalisa-
si 4 danau. Lalu terdapat 
berbagai kegiatan pendu-
kung seperti pengadaan 
tanah untuk proyek non- 

Proyek Strategis Nasional 
(PSN), dukungan teknis, 
dan dukungan manajemen 
dalam hal ini adalah gaji, 
operasional perkantoran, 
dan lain-lain.

Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2025-2029 me-
nempatkan sumber daya air 
sebagai sektor yang cukup 
strategis pada Astacita Pre-
siden dan Wakil Presiden. 
Sumber daya air masuk ke 
dalam Asta kedua atau pri-
oritas nasional kedua yaitu 
memantapkan sistem per-
tahanan keamanan negara 
dan mendorong kemandi-
rian bangsa melalui swas-
embada pangan, energi, air, 

ekonomi syariah, ekonomi 
digital, ekonomi hijau, dan 
ekonomi biru.

Sumber daya air men-
dukung pencapaian target 
Astacita kedua tersebut 
melalui program prioritas 
swasembada air yang difo-
kuskan pada perwujudan 
pengelolaan sumber daya 
air yang berkelanjutan dan 
produktif melalui empat 
kegiatan prioritas.

Pertama, pembangunan 
dan pengelolaan tampun-
gan air. Kedua, penyediaan 
pasokan air berkelanjutan. 
Ketiga, pengelolaan risiko 
daya rusak air, serta keem-
pat,  pengembangan terpa-
du pesisir utara Jawa. ***

Selain pekerjaan regu-
ler, pemerintah juga men-
jalankan 12 paket kontrak 
tahun jamak  dengan total 
anggaran Rp604,82 miliar 
guna memastikan pem-
bangunan jalan provinsi 
dapat berlangsung secara 
berkelanjutan.

Ia menjelaskan dari pe-
kerjaan yang berjalan tahun 
ini, penanganan dilakukan 
pada 46 ruas jalan non-mul-
tiyears dengan total pan-

jang pekerjaan mencapai 
43,73 kilometer.

Pemerintah juga mem-
bangun 26 ruas jalan desa 
sepanjang 19,76 kilome-
ter sebagai bagian dari 
target program Berani 
Lancar 1.000 kilometer 
jalan desa.

Ia menekankan bahwa 
pembangunan infrastruk-
tur jalan dan jembatan men-
jadi bagian penting dalam 
mendukung konektivitas 

wilayah sekaligus mem-
perlancar aktivitas masy-
arakat dan distribusi hasil 
produksi.

“Pembangunan jalan 
dan jembatan tidak hanya 
mempermudah mobilitas 
masyarakat, tetapi juga 
membuka konektivitas an-
tarwilayah, mendorong 
pertumbuhan pusat-pusat 
ekonomi baru, serta me-
ningkatkan kesejahteraan 
masyarakat,” ujarnya. ***

sar di Asia Tenggara selain 
Angkor Wat di Kamboja.

Keduanya sempat meli-
hat langsung Candi Pram-
banan dari atas ketinggian, 
yaitu dari helikopter kepre-
sidenan.

Di kompleks Candi Pram-
banan, Presiden Prabowo 
dan PM Modi berkeliling 
menggunakan buggy yang 
dikemudikan Sekretaris Ka-
binet Teddy Indra Wijaya.

Dalam perjalanan di area 
dalam Candi Prambanan 
itu, PM Modi sempat turun 
dan memasuki halaman 

dalam dekat candi-candi 
besar, kemudian bertemu 
dengan umat Hindu yang 
bersembahyang di pelata-
ran candi-candi besar.

PM Modi sempat menya-
pa mereka sebelum melan-
jutkan perjalanan ke lokasi 
peluncuran kolaborasi In-
donesia-India untuk kon-
servasi Candi Prambanan.

Di area tersebut, Presiden 
Prabowo dan PM Modi 
menyampaikan pernyataan 
pers bersama mengenai 
kerja sama dan kolaborasi 
di bidang-bidang kebuda-

yaan, termasuk terkait kon-
servasi Candi Prambanan.

Kunjungan Presiden Pra-
bowo dan PM Modi ke 
Candi Prambanan merupa-
kan bagian dari rangkaian 
kunjungan kenegaraan PM 
Modi di Indonesia sejak 
tanggal 6–8 Juli 2026.

PM Modi sebelumnya 
telah menyambangi Istana 
Merdeka dan bersama-sa-
ma Presiden Prabowo me-
mimpin pertemuan bilate-
ral antara delegasi Pemer-
intah Republik Indonesia 
dan Pemerintah India. ***

pond) di sejumlah titik lim-
pasan air. Fasilitas ini di-
bangun sebagai bagian dari 
sistem pengelolaan air untuk 
mempertahankan kualitas 
baku mutu air sungai di 
sekitar area proyek sekali-
gus meminimalkan dampak 
pembukaan lahan.

Selain itu, PT Vale juga 
telah merampungkan pem-
bangunan fasilitas nursery 
modern seluas lima hektare 
di Kecamatan Tanggetada. 
Fasilitas persemaian yang 
kini telah beroperasi penuh 
tersebut menjadi bagian dari 
penerapan good mining 
practices guna mendukung 
program reklamasi dan reha-

bilitasi lahan pascatambang.
Di sisi sumber daya manu-

sia, perusahaan terus mem-
perkuat kompetensi tenaga 
kerja melalui pusat pelatihan 
terpadu yang menjadi sarana 
transfer pengetahuan bagi 
karyawan maupun mitra 
kontraktor. Langkah ini di-
lakukan agar pertumbuhan 
bisnis berjalan seiring dengan 
peningkatan kualitas SDM.

Komitmen menciptakan 
lingkungan kerja yang aman 
juga diwujudkan melalui 
pembangunan kawasan ako-
modasi pekerja (living area) 
yang hingga Mei 2026 telah 
mencapai progres 58 persen.

Sementara itu, berbagai 

infrastruktur pendukung 
operasional terus dipercepat 
menjelang fase produksi. 
Pembangunan area bengkel 
(workshop) dan perkantoran 
telah mencapai 68 persen, se-
dangkan pembangunan jalur 
logistik utama atau main haul 
road hampir rampung.

Pada sektor hilirisasi, pro-
yek yang dikembangkan 
melalui PT Kolaka Nikel 
Indonesia (KNI), perusahaan 
patungan PT Vale Indonesia 
Tbk dan Huayou, juga men-
unjukkan perkembangan 
positif. Hingga Mei 2026, 
progres konstruksi proyek 
KNI secara keseluruhan telah 
mencapai 78,28 persen.

PT Vale menegaskan bah-
wa pembangunan IGP Po-
malaa tidak hanya ditujukan 
untuk memperkuat kinerja 
bisnis perusahaan, tetapi 
juga mendorong pertum-
buhan ekonomi masyarakat 
di Kabupaten Kolaka melalui 
kolaborasi bersama peme-
rintah dan para pemangku 
kepentingan. Perusahaan 
menyatakan akan terus men-
jaga keseimbangan antara 
pengembangan industri, 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, serta perlin-
dungan lingkungan sebagai 
bagian dari komitmen jangka 
panjang terhadap pemban-
gunan berkelanjutan. RHT

tetap mengedepankan aspek 
keselamatan, kelancaran 
layanan, serta penyaluran 
energi yang tepat sasaran.

Area Manager Communi-
cation, Relation, & CSR Per-
tamina Patra Niaga Regional 
Sulawesi, Lilik Hardiyanto, 
menjelaskan bahwa operator 
SPBU memiliki tugas dan 
fungsi yang telah diatur 
secara jelas dalam prosedur 
operasional perusahaan.

“Operator SPBU men-
jalankan pelayanan pen-
yaluran BBM sesuai standar 

operasional yang berlaku, 
termasuk melakukan verifi-
kasi QR Code pada transaksi 
BBM subsidi melalui Pro-
gram Subsidi Tepat. Proses 
pelayanan tersebut tidak 
mencakup pemeriksaan do-
kumen kendaraan maupun 
status pembayaran pajak 
kendaraan,” ujar Lilik.

Ia menambahkan, Per-
tamina Patra Niaga terus 
menjalin koordinasi den-
gan berbagai pemangku 
kepentingan dalam mendu-
kung kelancaran operasio-

nal SPBU, sehingga masy-
arakat dapat memperoleh 
pelayanan energi yang 
aman, tertib, dan sesuai 
ketentuan.

“Kami mengajak masya-
rakat untuk memperoleh in-
formasi dari kanal resmi in-
stansi yang berwenang agar 
tidak mudah terpengaruh 
oleh informasi yang belum 
dapat dipastikan kebenaran-
nya. Pertamina akan terus 
menjalankan pelayanan se-
suai tugas dan kewenangan-
nya dalam mendistribusikan 

energi kepada masyarakat,” 
tambah Lilik.

Pertamina juga mengim-
bau masyarakat untuk sege-
ra melaporkan apabila me-
nemukan kendala layanan 
maupun indikasi pelangga-
ran dalam penyaluran BBM 
melalui Pertamina Contact 
Center (PCC) 135. Setiap 
laporan akan ditindaklan-
juti sesuai prosedur seba-
gai bagian dari komitmen 
Pertamina dalam menjaga 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. *WAN

Festival Kuliner Nusanta-
ra, panggung hiburan dan 
seni budaya, nonton bola 
gembira, lomba senam kre-
asi, lomba dero kreasi, pe-
nampilan line dance, lomba 
domino, karaoke solo vokal, 
Zumba Party, donor darah, 
pemeriksaan kesehatan gra-
tis, hingga lomba fotografi 
dan video dokumentasi Fes-
tival Rakyat Nusantara 2026. 
Berbagai hadiah doorprize 
juga telah disiapkan untuk 
menambah semarak suasana.

Ketua Panitia Festival 
Rakyat Nusantara 2026, Fa-
radiba Zaenong, mengatakan 
penyelenggaraan festival ini 

tidak hanya bertujuan meng-
hadirkan hiburan bagi masy-
arakat, tetapi juga menjadi 
momentum menggerakkan 
perekonomian daerah melalui 
keterlibatan pelaku UMKM 
dan industri kreatif.

Menurutnya, festival terse-
but dirancang sebagai ruang 
terbuka yang memberi ke-
sempatan bagi pelaku usaha 
lokal untuk memperkenalkan 
produknya, sekaligus menjadi 
ajang bagi komunitas dan 
generasi muda menampilkan 
kreativitas mereka.

“Festival ini kami hadirkan 
agar dapat dinikmati seluruh 
lapisan masyarakat. Selain 

menjadi ajang hiburan, ke-
giatan ini juga diharapkan 
mampu menggerakkan ek-
onomi masyarakat melalui 
promosi produk UMKM dan 
partisipasi berbagai kouni-
tas,” ujar Faradiba.

Ia menambahkan, Festival 
Rakyat Nusantara 2026 diha-
rapkan menjadi agenda yang 
mampu memperkuat kebers-
amaan masyarakat Sulawesi 
Tengah sekaligus menum-
buhkan kebanggaan terhadap 
kekayaan budaya daerah.

Selain menjadi ruang re-
kreasi keluarga, festival ini 
juga diharapkan memberi-
kan dampak ekonomi yang 

nyata melalui meningkatnya 
transaksi UMKM, bertambah-
nya peluang promosi produk 
lokal, serta tumbuhnya jejaring 
kolaborasi antarkomunitas.

Panitia pun mengajak se-
luruh masyarakat Sulawesi 
Tengah untuk hadir dan men-
jadi bagian dari kemeriahan 
Festival Rakyat Nusantara 
2026. Dengan mengusung se-
mangat persatuan, festival ini 
diharapkan menjadi perayaan 
kebersamaan yang tidak ha-
nya menghadirkan hiburan, 
tetapi juga memberikan man-
faat sosial dan ekonomi bagi 
masyarakat serta mendorong 
kemajuan daerah. AJI

secara berkualitas dan te-
pat sasaran, sehingga turut 
menopang terjaganya stabi-
litas sektor keuangan.

Optimalisasi SLIK yang 
mulai berlaku 1 Juli 2026 
mencakup percepatan pem-
baruan informasi kredit atau 
pembiayaan oleh Pelaku 
Usaha Jasa Keuangan (PUJK) 
menjadi paling lambat tiga 
hari kerja setelah pelunasan, 
serta penerapan threshold in-
formasi debitur untuk nomi-
nal di atas Rp1 juta sehingga 
informasi yang disajikan 
tetap proporsional dan re-
levan dalam proses analisis 
kredit.

Ketersediaan informasi 
debitur yang lebih terkini, 
akurat, dan relevan tentunya 
akan membantu lembaga jasa 
keuangan dalam melakukan 
penyaluran pembiayaan pe-
rumahan dan KPR bersubsidi 
secara lebih cepat dan pru-
dent, termasuk dalam kerang-
ka Program 3 Juta Rumah.

“Hal ini pada akhirnya 

diharapkan mampu men-
dorong perluasan akses kre-
dit dan pembiayaan bagi 
masyarakat yang memenuhi 
kriteria, termasuk masya-
rakat berpenghasilan ren-
dah, pelaku UMKM, serta 
kelompok masyarakat yang 
selama ini masih memiliki 
keterbatasan akses terhadap 
layanan keuangan formal,” 
kata Friderica.

Meski begitu, Friderica 
mengatakan SLIK bukan 
satu-satunya penentu pers-
etujuan kredit atau pembia-
yaan. Keputusan pemberian 
kredit tetap berada pada 
masing-masing lembaga jasa 
keuangan berdasarkan hasil 
analisis kelayakan, manaje-
men risiko, dan prinsip ke-
hati-hatian. Sehingga dengan 
demikian, perluasan inklusi 
keuangan dapat berjalan beri-
ringan dengan penguatan ku-
alitas kredit dan pembiayaan, 
pelindungan konsumen, serta 
terjaganya stabilitas sistem 
keuangan.

Maruarar Sirait dalam ke-

sempatan itu menyampaikan 
apresiasi atas langkah OJK 
dalam mengoptimalkan SLIK 
yang dinilai akan mendu-
kung percepatan penyaluran 
pembiayaan perumahan bagi 
masyarakat.

Manfaat Besar SLIK
Hingga Juli 2026, SLIK 

digunakan oleh 2.169 pe-
lapor yang terdiri atas bank, 
perusahaan pembiayaan, 
perusahaan modal ventura, 
lembaga keuangan mikro, 
pergadaian, koperasi simpan 
pinjam, hingga lembaga jasa 
keuangan lainnya. 

Tingginya pemanfaatan 
SLIK tercermin dari rata-rata 
31 juta permintaan Infor-
masi Debitur (iDeb) setiap 
bulan, bahkan mencapai 35,3 
juta inquiry pada April 2026. 
Hal tersebut menunjukkan 
bahwa SLIK memiliki peran 
yang semakin strategis dalam 
mendukung proses penyalu-
ran kredit dan pembiayaan 
nasional.

Optimalisasi SLIK yang 
diluncurkan hari ini diarah-

kan untuk mencapai empat 
tujuan utama yang saling 
menguatkan, yaitu mendu-
kung program pembangunan 
ekonomi nasional melalui 
perluasan akses pembiayaan, 
mempercepat keterkinian 
data, meminimalisasi potensi 
pengaduan masyarakat atas 
fasilitas yang telah lunas 
tetapi belum diperbarui, ser-
ta memperkuat ekosistem 
keuangan melalui credit re-
porting system yang lebih kre-
dibel guna menjaga stabilitas 
sistem keuangan sekaligus 
memperkuat pelindungan 
konsumen.

Penguatan SLIK dilakukan 
di tengah kinerja interme-
diasi sektor jasa keuangan 
yang terus menunjukkan 
pertumbuhan positif. Hingga 
Mei 2026, kredit perbankan 
tumbuh 11,51 persen (year on 
year) menjadi Rp8.918 triliun, 
sementara kredit UMKM 
mencapai sekitar Rp1.500 
triliun dan kredit perumahan 
tumbuh 4,99 persen (year on 
year). RHT

lalu Pengadilan Negeri Luw-
uk berencana melakukan 
konstatering atau peme-
riksaan objek praeksekusi, 
meski akhirnya batal karena 
penolakan warga.

Salah seorang perwakilan 
warga, Rabika atau akrab 
disapa Mama Toni, meminta 
pemerintah memberikan 
jaminan keamanan agar 
masyarakat tidak lagi hi-
dup dalam bayang-bayang 
pengosongan lahan.

“Sejak penggusuran sem-
bilan tahun lalu, kami tidak 
pernah hidup tenang karena 
ancaman pengosongan lahan 
terus menghantui,” ujarnya.

Perwakilan warga lainnya, 
Lis Gafar, mengatakan situ-
asi di Tanjung Sari kembali 
mencekam saat muncul ren-
cana konstatering oleh PN 
Luwuk. Karena itu, ia berha-
rap pemerintah memberikan 
kepastian agar ruang hidup 
warga tidak lagi diganggu.

Hal senada disampai-
kan Matene Dg Malewa. 
Menurutnya, sebagian be-
sar warga telah menetap di 
kawasan tersebut selama 
puluhan tahun.

“Apalagi kami, Pak Gu-
bernur, sudah sangat lama 
tinggal di sana. Ada yang 
sejak 1959,” katanya.

Sementara itu, Indra Jani 
memaparkan kronologi 
perkara hingga putusan 
PN Luwuk yang memicu 
penolakan warga. Ia menye-
but hakim dan panitera yang 
menangani perkara tersebut 
pernah diperiksa oleh Ba-
dan Pengawas Mahkamah 
Agung pada 2018 dan dij-
atuhi sanksi skorsing atau 
nonpalu.

Menurut Indra, fakta ter-
sebut menjadi salah satu 
alasan warga meyakini pro-
ses hukum yang mereka 
hadapi sejak awal menyisa-
kan persoalan. Ia juga men-
gungkapkan warga telah 

bersepakat membangun 
Pos Keamanan Lingkun-
gan (Poskamling) sebagai 
upaya menjaga keamanan 
sekaligus mengantisipasi 
jika sewaktu-waktu terjadi 
eksekusi.

Ketua Harian Satgas PKA, 
Eva Bande, turut memapar-
kan kondisi terkini permu-
kiman warga pascapeng-
gusuran yang terjadi pada 
2017–2018. Berdasarkan pe-
mutakhiran peta eksisting 
melalui foto udara yang di-
lakukan timnya sehari sebe-
lumnya, Satgas berkomitmen 
terus mengawal penyelesai-
an konflik tersebut.*WAN

Banggai meningkat dari 
72,86 pada 2024 menjadi 
73,44 pada 2025. Pertum-
buhan ekonomi juga melon-
jak signifikan menjadi 8,13 
persen pada 2026, setelah 
sebelumnya berada di angka 
3,63 persen.

Selain itu, angka kemiski-
nan turun dari 6,56 persen 
menjadi 6,23 persen, jumlah 

penduduk miskin berkurang 
sekitar 1.040 jiwa, sementara 
Tingkat Pengangguran Ter-
buka (TPT) juga mengalami 
penurunan menjadi 3,07 
persen. Inflasi sepanjang se-
mester pertama tahun 2026 
pun tetap berada pada level 
yang terkendali.

Menurut Gubernur, capai-
an tersebut merupakan hasil 

kerja sama seluruh elemen 
pembangunan yang harus 
terus dipertahankan melalui 
sinergi pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten, du-
nia usaha, dan masyarakat.

Melalui Berani Cerdas, 
sebanyak 2.658 mahasiswa 
asal Kabupaten Banggai te-
lah menerima beasiswa dan 
bantuan biaya pendidikan 

pada tahun 2025 dengan 
total anggaran lebih dari 
Rp9,22 miliar.

Pada sektor kesehatan me-
lalui Berani Sehat, cakupan 
layanan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) dan Non-
JKN di Kabupaten Banggai 
telah mencapai 98,44 persen, 
atau 14.851 jiwa dari target 
15.086 jiwa. Pemerintah juga 

terus mendorong perce-
patan penurunan prevalensi 
stunting yang berhasil turun 
dari 29,1 persen menjadi 28,6 
persen.

Di bidang infrastruktur 
melalui Berani Lancar, Peme-
rintah Provinsi telah menye-
lesaikan pembangunan dan 
peningkatan jalan sepan-
jang 3,32 kilometer den-
gan anggaran Rp17,3 miliar 
pada tahun 2025. Tahun 
2026, pembangunan akan 
dilanjutkan melalui proyek 
jalan multiyears ruas Pang-
kalaseang–Balantak–Sobol, 
Poh–Siuna–Mayayap–Buale-
mo, serta Balingara–Longge 
Atas–Dataran Bulan.

Sementara itu, melalui 
Berani Makmur, Pemerin-
tah Provinsi menyalurkan 
27.913 unit bantuan benih 

dan bibit pertanian senilai 
Rp13,8 miliar, serta membe-
rikan perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan kepa-
da 4.729 pekerja rentan, ter-
masuk petani dan nelayan.

Gubernur menegaskan 
bahwa berbagai program 
tersebut merupakan bentuk 
nyata kehadiran Pemerin-
tah Provinsi dalam mendu-
kung pembangunan daerah 
dan sejalan dengan arah 
pembangunan Kabupaten 
Banggai.

“Program 9 Berani Pe-
merintah Provinsi sejalan 
dengan 9 Gerbang Program 
Kabupaten Banggai. Ketika 
pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten ber-
gerak dalam satu visi, maka 
pembangunan akan semakin 
cepat dirasakan masyara-

kat,” ujarnya.
Pada kesempatan ter-

sebut, Gubernur kembali 
mengajak seluruh masya-
rakat menjadikan momen-
tum HUT ke-66 Kabupaten 
Banggai sebagai penguat 
persatuan.

Ia kembali mengibaratkan 
Kabupaten Banggai seba-
gai seorang ibu yang telah 
melahirkan, membesarkan, 
dan memberikan kehidupan 
bagi seluruh masyarakat-
nya.

“Hari ini ibu kita yang 
bernama Banggai genap be-
rusia 66 tahun. Kini saatnya 
seluruh anak-anak Banggai 
bersatu, meninggalkan per-
bedaan, dan memberikan 
karya terbaik untuk mem-
bahagiakan daerah yang kita 
cintai ini,” ajaknya. *WAN

HUT BANGGAI dari  halaman ................................................................................................................................................................................................................................................1
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SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu,  Hadianto Rasyid, 
turun langsung meninjau 
pelaksanaan Sistem Peneri-
maan Murid Baru (SPMB) 
Tahun Ajaran 2026/2027 di 
sejumlah Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di Kota Palu, 
Rabu (8/7/2026). 

Kunjungan tersebut juga 
dilakukan untuk memasti-
kan kegiatan Masa Pengena-
lan Lingkungan Sekolah 
(MPLS) berlangsung dengan 
tertib, aman, dan memberi-
kan pengalaman positif bagi 
para peserta didik baru.

Dalam agenda tersebut, 
Wali  Kota didampingi 
Sekretaris Daerah Kota Palu, 
Irmayanti Pettalolo,, Asis-
ten Bidang Perekonomian 
dan Pembangunan Setda 
Kota Palu, Rahmad Mustafa, 
S.STP., M.Si., Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebuda-
yaan Kota Palu, Hardi, serta 
Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Palu, Dr. Drs. 
John Yus Madoli, M.Si.

Salah satu lokasi yang 
dikunjungi yakni SMP Ne-
geri 3 Palu, yang hingga 
kini masih menjadi salah 
satu sekolah tujuan utama 
masyarakat dalam pelaksa-
naan SPMB.

Kepala Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan Kota 
Palu, Hardi, menjelaskan 
bahwa peninjauan tersebut 
merupakan bagian dari ko-
mitmen Pemerintah Kota 
Palu dalam memastikan 
seluruh proses penerimaan 
peserta didik baru hingga 
pelaksanaan MPLS berjalan 
sesuai ketentuan.

"Hari ini Bapak Wali Kota 
berkunjung ke beberapa 
sekolah untuk melihat langs-
ung pelaksanaan SPMB. Di 
SMP Negeri 3, beliau juga 
meninjau kegiatan MPLS. 
Alhamdulillah seluruh rang-
kaian kegiatan berjalan den-
gan baik, aman, dan sesuai 

jadwal yang telah ditetap-
kan," ungkap Kadis.

Menurut Kadis, perhatian 
yang diberikan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota sejak 
proses penerimaan siswa 
baru hingga pelaksanaan 
MPLS menjadi bentuk du-
kungan nyata pemerintah 
dalam meningkatkan kua-
litas layanan pendidikan di 
Kota Palu.

Kadis Hardi mengung-
kapkan, pelaksanaan SPMB 
tahun ini dilaksanakan me-
lalui empat jalur, yaitu do-
misili, prestasi, afirmasi, dan 
mutasi. Seluruh tahapan pe-
nerimaan berlangsung lan-
car, dengan seluruh kuota 
peserta didik baru di sekolah 
negeri berhasil terpenuhi.

Kadis juga menyampai-
kan bahwa SMP Negeri 3 
Palu kembali menjadi salah 
satu sekolah dengan jumlah 
pendaftar tertinggi. Dari 
lebih dari 500 calon peser-
ta didik yang mendaftar, 
sekolah tersebut hanya me-
miliki kapasitas menerima 
356 siswa.

"Peserta didik yang belum 
tertampung kami arahkan 
ke sekolah-sekolah lain yang 
berada di sekitar wilayah 
domisilinya, sehingga peme-
rataan layanan pendidikan 
tetap dapat terjaga," jelas 
Kadis.

Melalui peninjauan ini, 
Pemerintah Kota Palu mene-
gaskan komitmennya untuk 
terus menghadirkan proses 
penerimaan peserta didik 
yang objektif, transparan, 
dan berkeadilan. 

Di saat yang sama, pe-
merintah juga memastikan 
pelaksanaan MPLS menjadi 
sarana pengenalan lingkun-
gan sekolah yang edukatif, 
menyenangkan, serta men-
dukung proses adaptasi 
peserta didik baru agar siap 
mengikuti kegiatan belajar 
mengajar. ABS

WALI Kota Palu,  Hadianto Rasyid, turun langsung meninjau pelaksa-
naan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di sejumlah SMP di Kota Palu, 
Rabu (8/7/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Hadianto Tinjau 
Pelaksanaan MPLS SMP

SULTENG RAYA– Fa-
kultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP) Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) 
Palu mulai menjalin ker-
jasama dengan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Poli-
tik (FISIPOL) Universitas 
Negeri Surabaya (Unesa). 
Kerjasama tersebut menjadi 
penutup rangkaian kegiatan 
benchmarking yang dilaksa-
nakan FISIP Unismuh Palu 
di Jawa Timur. Rombongan 
FISIP Unismuh Palu dipim-
pin langsung oleh Dekan, 
Dr. Muhamad Dasril, S.Sos., 
M.Si., dan disambut oleh 
Dekan FISIPOL Unesa, Prof. 
Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.

Dalam penyambutan itu, 

Prof. Wiwik didampingi 
Wakil Dekan I Dr. Harman-
to, S.Pd., M.Pd., Wakil De-
kan II Dr. Indah Prabawati, 
S.Sos., M.Si., para ketua pro-
gram studi Sosiologi jenjang 
S1 dan S2, Ketua Program 
Studi Ilmu Administrasi 
Negara, Ketua Laboratori-
um Sosiologi, serta sejumlah 
dosen di lingkungan FISI-
POL Unesa.

Sementara itu, Dekan FI-
SIP Unismuh Palu turut 
didampingi Wakil Dekan I 
Andi Famrizal, Wakil Dekan 
III Nurmiati, Ketua Pro-
gram Studi Sosiologi Moh. 
Aksyar, serta Ketua Senat 
Fakultas Dr. Fery El Shirin-
ja, S.Sos., M.Si. Pertemuan 

berlangsung dalam suasana 
hangat dan penuh semangat 
kolaborasi. Kedua belah pi-
hak membahas berbagai pe-
luang kerjasama yang dapat 
diwujudkan dalam waktu 
dekat, terutama untuk men-
dukung pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.

Beberapa agenda yang 
menjadi fokus pembahasan 
di antaranya program per-
tukaran mahasiswa, pertu-
karan dosen sebagai dosen 
tamu, kolaborasi penelitian, 
jurnal dan publikasi ilmiah 
bersama, pengabdian ke-
pada masyarakat, hingga 
penguatan kerjasama antar-
program studi.

Dekan FISIP Unismuh 

Palu, Dr. Muhamad Das-
ril, menyampaikan bahwa 
Benchmarking ini bukan se-
kadar kunjungan akademik, 
melainkan langkah strategis 
untuk membangun jejaring 
dengan perguruan tinggi 
yang memiliki reputasi baik.

Menurutnya, pengalaman 
dan praktik terbaik yang 
dimiliki FISIPOL Unesa 
akan menjadi referensi pen-
ting dalam meningkatkan 
kualitas tata kelola fakultas, 
pengembangan kurikulum, 
serta peningkatan mutu 
sumber daya manusia di 
lingkungan FISIP Unismuh 
Palu.

Sementara itu, Dekan FISI-
POL Unesa, Prof. Dr. Wiwik 

Sri Utami, menyambut baik 
terjalinnya kerjasama terse-
but. Ia berharap kolaborasi 
yang dibangun tidak ber-
henti pada rencana penan-
datanganan kesepahaman, 
tetapi dapat diwujudkan 
melalui berbagai program 
nyata yang memberikan 
manfaat bagi kedua institusi.

"Melalui kerjasama ini, 
FISIP Unismuh Palu dan 
FISIPOL Unesa diharapkan 
dapat saling mendukung 
dalam menciptakan inovasi 
di bidang pendidikan, pe-
nelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat, seka-
ligus memperluas jejaring 
akademik di tingkat nasio-
nal," harap Prof Wiwik.*ENG

SUASANA pertemuan antara pihak FISIP Unismuh Palu dengan FISIPOL Universitas Negeri Surabaya (Unesa). FOTO: DOK FISIP UNISMUH PALU

FISIP Unismuh Palu Jalin Kerja Sama 
dengan FISIPOL Unesa

SULTENG RAYA-Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah mengatakan nilai 
Indeks Demokrasi Indone-
sia (IDI) Sulawesi Tengah 
meningkat dari kategori 
sedang pada 2024 menjadi 
baik pada 2025.

Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kes-
bangpol) Sulawesi Tengah 
Rachman Ansyari dalam 
keterangannya mengatakan 
berdasarkan hasil pengu-
kuran IDI 2025, nilai indeks 
Sulawesi Tengah meningkat 
dari 79,35 pada 2024 menjadi 
80,04 pada 2025 atau naik 
0,69 poin.

Capaian tersebut, kata 
dia, mengantarkan Sulawesi 
Tengah naik dari kategori 
“Sedang” menjadi kategori 
“Baik”, yang menunjukkan 
adanya peningkatan kuali-
tas demokrasi di daerah.

“IDI bukan sekadar ang-
ka statistik, tetapi menjadi 
cerminan kualitas demokra-
si yang kita bangun ber-
sama. Hasil pengukuran 
ini menjadi bahan evaluasi 
sekaligus landasan dalam 
merumuskan kebijakan 
pembangunan yang sema-
kin partisipatif, inklusif, 
transparan, dan akuntabel,” 
katanya, Selasa (7/7/2026).

Ia menyampaikan hal 
tersebut pada kegiatan so-
sialisasi hasil IDI Provinsi 
Sulawesi Tengah tahun 2025 

BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil IDI Provinsi Sulawesi 
Tengah tahun 2025 tahun anggaran 2026. FOTO: ANT/PPID BAKESBANGPOL SULTENG

Pemprov: IDI Sulteng Naik 
ke Kategori Baik Pada 2025

tahun anggaran 2026.
Menurut dia, IDI merupa-

kan instrumen strategis un-
tuk mengukur kualitas de-
mokrasi secara objektif dan 
menyeluruh.

Ia menjelaskan hasil pen-
gukuran IDI tersebut menja-
di dasar evaluasi sekaligus 
rujukan dalam penyusunan 
kebijakan pembangunan 
yang lebih partisipatif dan 
berorientasi pada penguatan 
tata kelola pemerintahan 
yang demokratis.

Oleh karena itu, ia menga-
jak seluruh perangkat daer-
ah, pemerintah kabupaten 
dan kota, lembaga vertikal, 

penyelenggara pemilu, apa-
rat penegak hukum, media 
massa, perguruan tinggi, 
organisasi masyarakat sipil, 
hingga masyarakat untuk 
terus memperkuat sinergi 
dalam menjaga dan mening-
katkan kualitas demokrasi di 
Sulawesi Tengah.

“Mari kita jadikan capaian 
ini sebagai pijakan untuk te-
rus membangun demokrasi 
yang semakin inklusif, parti-
sipatif, dan berkualitas demi 
terwujudnya tata kelola pe-
merintahan yang demokra-
tis dan pembangunan yang 
berkelanjutan di Sulawesi 
Tengah,” katanya. ANT

AUDIENSI tim peneliti dari SBM ITB dan Untad di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Rabu (08/07/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

SBM ITB-Untad 
Bakal Teliti Tenun 

Palu dan Donggala

Pertemuan tersebut mem-
bahas rencana pelaksanaan 
riset mengenai penguatan 
pasar tenun khas Sulawesi 
Tengah, khususnya tenun 
Palu dan tenun Donggala, 
yang diharapkan mampu 
memperkuat pelestarian wa-
risan budaya sekaligus me-
ningkatkan daya saing eko-
nomi para pelaku UMKM.

Ketua Riset PPMI SBM 
ITB, Santi Novani, menje-
laskan bahwa penelitian 
tersebut merupakan kola-
borasi antara SBM ITB dan 
Universitas Tadulako yang 
berfokus pada strategi pen-
gembangan pasar bagi pro-
duk tenun lokal.

Menurut Santi, Kota Palu 
dipilih karena memiliki ke-
kayaan budaya berupa ten-
un tradisional yang tidak 
hanya memiliki nilai histo-
ris, tetapi juga menyimpan 
potensi ekonomi yang besar 
apabila dikelola dengan 
pendekatan yang tepat.

"Kami datang dari Ban-
dung, dari ITB. Kami dari 
Sekolah Bisnis dan Ma-
najemen ITB hadir untuk 
meminta dukungan Bapak 
Wali Kota karena saat ini 
kami sebagai peneliti dan 
akademisi sedang berkola-
borasi dengan Universitas 
Tadulako dalam melakukan 
riset penguatan pasar tenun 

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu,  Hadian-
to Rasyid,  menerima audiensi tim peneliti 
dari Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) 
Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama 
Universitas Tadulako (Untad) di Rumah Ja-
batan Wali Kota Palu, Rabu (8/7/2026).

di Kota Palu," ungkap Santi.
Ia menambahkan, salah 

satu hasil yang sedang di-
kembangkan dalam peneliti-
an tersebut adalah platform 
digital Sadulur, yang dalam 
bahasa Sunda berarti "ke-
luarga". 

Platform ini dirancang 
untuk menjadi ruang digi-
tal yang menghubungkan 
para pelaku UMKM tenun 
dengan pasar yang lebih 
luas, sekaligus menjadi pu-
sat dokumentasi berbagai 
motif tenun khas Sulawesi 
Tengah.

Berbagai motif seperti 
motif Ubi, Kelor, Bomba, 
hingga motif-motif khas 
lainnya akan didokumen-
tasikan secara digital agar 
tetap terjaga keberadaannya 
dan semakin dikenal oleh 
masyarakat luas.

"Melalui platform Sadu-
lur, kami ingin membantu 
para pelaku UMKM men-
gembangkan usahanya se-

kaligus mendokumentasi-
kan kekayaan motif tenun 
agar dapat dikenal lebih 
luas," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, 
Wali Kota Hadianto Rasyid 
memberikan apresiasi atas 
inisiatif kolaborasi antara 
dunia akademik dengan 
pemerintah daerah. 

Menurut wali kota, pene-
litian yang berorientasi pada 
pelestarian budaya sekali-
gus pemberdayaan ekono-
mi masyarakat merupakan 
langkah strategis yang perlu 
didukung bersama.

Wali kota menyatakan 
Pemerintah Kota Palu siap 
memberikan dukungan ter-
hadap pelaksanaan peneliti-
an tersebut, termasuk mem-
fasilitasi kebutuhan data ser-
ta memperkuat koordinasi 
dengan perangkat daerah 
maupun para pemangku 
kepentingan yang berkaitan 
dengan pengembangan ten-
un daerah. ABS


